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ABSTRAK

Skripsi dengan judul Studi Analisis Terhadap Sanksi Pidana Pengedar
Psikotropika Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam (Studi Putusan PN Sidorjo
No.05/Pid.B/2009/PN.Sda), menjawab pertanyaan tentang 1) Bagaimana
Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Kasus Pidana Pengedar Psikotropika Dalam
Putusan PN Sidoarjo No.05/Pid.B/2009/PN.Sda? 2) Bagaimana Tinjaun Hukum
Pidana Islam Terhadap Sanksi Pidana Terhadap Pengedar Psikotropika Dalam
Putusan PN Sidoarjo No.05/Pid. B/2009/PN.Sda?

Data penelitian ini dihimpun melalui uraian kasus tentang hukuman tindak
pidana pengedar psikotropika yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo
secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang dipakai oleh
hakim sampai dengan isi putusannya dan data dari berita acara pemeriksaan dari
kepolisian yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif analitis.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa landasan hukum yang dipakai
oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo adalah pasal 71 ayat 1 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1997. Adapun pertimbangan Hakim dalam memvonis terdakwa
tindak pidana pengedar psikotropika dengan dakwaan 1 (satu) Tahun 8 (delapan)
bulan dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan,
berdasarkan pada hal-hal yang meringankan yaitu : Terdakwa menyesali
perbuatannya dan tidak akan mengulanginya, terdakwa mengaku terus terang, dan
hal-hal yang memberatkan yaitu: Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Sanksi hukum dalam bentuk vonis yang di jatuhkan oleh Hakim Pengadilan
Negeri Sidoarjo relatif ringan dibandingkan ketentuan pasal 71 ayat 1 Undang-
Undang RI nomor 5 tahun 1997, sedang pada hukum Islam tujuan dari pemberi
hukuman adalah mampu mencegah seorang dari perbuatan sehingga aspek
kemaslahatannya terpenuhi. Dalam Islam hukuman tersebut yaitu hukuman yang
didalamnya terkandung sifat pemberian pelajaran (ta’zir) dan bentuk hukumannya
diserahkan kepada kebijakan Hakim.

Hakim dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pengedar psikotropika,
harus mempertimbangkan berbagai aspek sesuai dengan nilai-nilai keadilan baik bagi
masyarakat maupun terdakwa, karena keputusan Hakim kepada pelaku akan
mempengaruhi kehidupannya pada masa yang akan datang. Pihak aparat penegak
hukum terutama para Hakim hendaknya menempatkan hukum dalam hal ini pasal 71
ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 sebagai kekuatan hukum.

Hendaknya Hakim dalam memberi hukuman yang setimpal kepada pelaku
tindak pidana pengedar psikotropika, agar dapat menghilangkan atau setidaknya
mampu mengurangi perbuatan tindak pidana pengedar psikotropika untuk kemudian
menuju tatanan masyarakat yang aman.
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DAFTAR TRANSLITERASI

D1 dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis (technical term)
yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang
digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan
dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan
tanda sekaligus sebagai berikut :

Arab LATIN
Kons. Nama Kons. Nama
] Alif Tidak di lambangkan
= Ba B Be
] Ta T Te
< Sa S| Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
C Ha H{ Ha (dengan titik di bawah)
z Kha Kh Ka dan Ha
A Dal D De
K Zal Z| Zet (dengan titik di atas)
) Ra R Er
) Zai Z Zet
o Sin S Es
8N Syin Sy Es dan Ye
) Sad S} Es (dengan titik di bawah)
Ua Dad D{ De (dengan titik di bawah)
S5 Ta T Te (dengan titik di bawah)
L Za Z{ Zet (dengan titik di bawah)
& Ain ‘ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G Ge
e Fa F Ef
A Qaf Q Ki
& Kaf K Ka

X1l



J Lam L El
e Mim M Em
O Nun N En
9 Wau w We
° Ha H Ha
7 Hamzah ' Apostrof
Ty Ya Y Ya

. Vokal tunggal atau Monoftong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda
atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf
sebagai berikut :

a. Tanda fathah é) dilambangkan dengan huruf : a, misalnya: syara’
b. Tanda kasrah (=) dilambangkan dengan huruf : , misalnya: z}ahiriyah

s
c. Tanda dhammah ) dilambangkan dengan huruf : u, misalnya: subhat

- Vokal rangkap atau difiong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan
dengan gabungan huruf sebagai berikut :

a. Vokal rangkap ( 4 ) dilambangkan dengan gabungan huruf : au, misalnya:
Auza’i.
b. Vokal rangkap (s') dilambangkan dengan gabungan huruf': ai .

. Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan
horizontal) di atasnya, misalnya: Jarimah, Ta‘zir, Jindyah, Tamyiz.

. Syaddah dan tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid,
transliterasinya dalam tulisan latin dilambangkan dengan huruf yang sama
dengan$ huruf yang bertanda syaddah itu. misalnya: mukallaf

. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-1am,
transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai
dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda
sempang sebagai penghubung. Misalnya: Al-Hamdiyah, An-Nur.

. Ta” marbutah mati atau yang dibaca seperti ber harakat sukun, dalam tulisan
Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan ta’ marbutih yang hidup
dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya Bidayatul Mujtahid, Jarimah, Jinayah.

. Tanda apostrof () sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang
terletak di tengah atau di akhir kata. Sedangkan di awal kata, huruf Aamzah tidak
dilambangkan dengan sesuatu pun. Misalnya: Mu 'minun, imam

Xiii



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan ilmu medis membawa penemuan-penemuan baru terutama dalam
sistem pengetahuan, baik mengenai cara maupun jenis obat-obatan yang
digunakan dunia medis membuktikan bahwa diantara benda-benda yang
diharamkan oleh Islam tidak jarang, justru sangat efektif untuk menyembuhkan
suatu penyakit khususnya psikotropika.

Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan
kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin, karena
penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan
bangsa, sehingga dapat mengancam ketahanan nasional.

Seseorang yang pertama kali mencoba obat itu tidak akan terbayangkan
bahwa obat tersebut akan berbahaya dan membuat ketagihan. Dampak dari
psikotropika adalah menimbulkan halusinasi dan mempengaruhi pusat susunan
syaraf. Persepsi atas hal-hal yang nyata menjadi rusak, arah, jarak dan waktu
menjadi buyar. Pengguna psikotropika akan mengalami perasaan yang senang

sekali, tapi bisa juga tiba-tiba menjadi murung, tidak bisa merasakan apa yang



biasanya dirasakan, tidak mendengar apa yang biasa didengar, tidak melihat apa
yang biasa dilihat."

Kondisi seperti ini dapat mengakibatkan pada kehancuran masa depan
bangsa Indonesia apabila tidak ditangani secara cepat dan serius. Karena sekali
mengonsumsi narkotika dan psikotropika tanpa pengawasan dokter, maka akan
menjadi pecandu yang mengalami ketergantungan selamanya baik secara fisik
maupun psikis.

Secara fisik, efek yang ditimbulkan oleh psikotropika terhadap fisik, antara
lain menurunnya kekebalan tubuh dan rusaknya beberapa fungsi organ tubuh, baik
organ dalam seperti jantung, paru-paru, liver, hati dan lain sebagainya, juga organ
luar seperti pupil mata mengecil, bicara cadel, mulut kering, dan alat-alat indera
lainya.

Secara psikis, meskipun efek narkotika dan psikotropika sering berlainan,
namun secara umum benda itu menyerang sistem dan fungsi neotransmitter pada
susunan syaraf pusat atau otak. Akibatnya fungsi berfikir, berperasaan dan
berperilaku dari si pemakai atau pecandu akan terganggu. Misalnya semangat
berlebihan, gelisah, dan tidak bisa diam, tidak bisa tidur, dan tidak bisa makan.
Dalam jangka panjang, penggunaan obat ini dapat menimbulkan fungsi otak

terganggu dan bisa berakhir dengan kegilaan.

' Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 3.



Bila si pemakai sudah sampai pada tingkat pecandu, kemudian ia tidak
memakainya, maka pengaruh yang dapat dirasakan, antara lain cepat marah, tidak
tenang, cepat lelah, tidak bersemangat, dan ingin tidur terus.

Dari uaraian di atas bahaya narkoba dan psikotropika adalah racun yang
bukan saja merusak seseorang secara fisik tapi juga merusak jiwa dan masa depan
penggunanya. Secara fisik, kekebalan tubuh semakin lama semakin ambruk,
sementara mentalitasnya sudah terlanjur ketergantungan dan membutuhkan
pemenuhan narkoba dan psikotropika dalam dosis yang semakin tinggi.

Jika dia tidak berhasil menemukan narkoba, maka tubuh akan mengadakan
reaksi yang menyakitkan, diantaranya sembelit, muntah-muntah, kejang-kejang,
dan badan menggigil yang dikenal dengan ‘“sakau”. Untuk itu para pecandu
narkoba dan psikotropika tidak bisa lepas dari ketergantungan, hingga memerlukan
terapi cukup lama.

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan gangguan mental atau jiwa
yang dalam istilah kedokteran jiwa (psikiatri) disebut gangguan mental organic.
Disebut organic karena narkoba dan psikotropika ini bila masuk ke dalam tubuh
langsung bereaksi dengan sel-sel saraf pusat (otak) dan menimbulkan gangguan
dalam alam pikir, perasaan dan perilaku. Kondisi demikian dapat
dikonseptualisasikan sebagai gangguan jiwa karena narkoba.

Dari fakta di media masa hampir setiap hari baik melalui media cetak dan
elektronik, bahwa barang haram tersebut merebak kemana-mana tanpa pandang bulu,

terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus



bangsa dalam membangun bangsa dimasa mendatang. Masyarakat kini sudah sangat resah
terutama keluarga para korban, mereka kini sudah mulai ada yang menceritakan keadaan
keluarganya dari penderitaan dalam kecanduan narkotika, psikotropika dan zat-zat adiktif
lainnya itu.2

Indonesia adalah Negara yang kini sedang mengalami perkembangan yang sangat
pesat, terutama dibidang IPTEK. Bali salah satunya juga merupakan propinsi yang
mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama di bidang pariwisata. Namun
perkembangan tersebut selain berpengaruh positif terhadap kehidupan masyarakatnya,
Jjuga dapat berpengaruh negatif apabila perkembangan IPTEK tersebut disalahgunakan
oleh masyarakat itu sendiri. Salah satunya adalah penyalahgunaan obat terlarang
(psikotropika). Di Bali, pada khususnya yang pariwisatanya memiliki daya tarik tersendiri
bagi wisatawan domestik dan mancanegara mendapat pengaruh negatif dari
perkembangan tersebut. Dimana gaya hidup atau /ife style yang dibawa oleh turis asing
seperti sex bebas, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, dan pemakaian psikotropika secara
bebas sudah mulai ditiru dan memberikan efek negatif yang sangat signifikan kepada
warga lokal di Bali.

Secara umum permasalahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dan
psikotropika adalah permasalahan seluruh umat manusia yang penanggulangannya
memerlukan kerjasama antar negara, bangsa dan umat, juga merupakan permasalahan
yang kompleks dan berat penangannya memerlukan pendekatan terpadu dan berkelanjutan
serta partisipasi semua pihak, terutama para pemuda. Generasi umat manusia yang akan

datang dari semua bangsa dan Negara, saat ini sedang diracuni oleh maksiat

2 Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika, ( Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 1



penyalahgunaan narkoba. Sudah dapat dibayangkan bencana dan azab apa yang akan
dihadapi umat manusia pada masa yang akan datang.3

Paparan di atas menunjukkan bahwa minuman keras, narkotika, dan obat
berbahaya merupakan hal yang sangat menarik sekali untuk dikaji secara intensif,
guna memberikan sumbangan pemikiran untuk mengatasi minuman keras,
narkotika, dan obat berbahaya yang menjadi permasalahan serius, baik dalam skala
nasional maupun internasional.

Dalam ketentuan umum undang-undang nomor 5 tahun 1997 dinyatakan bahwa,
psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang
berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang
menyebabkan khas pada aktifitas mental dan perilaku-perilaku4. Kalau melihat definisi
tersebut, maka telah nyata pada realitas kehidupan modern saat ini, akibat merebaknya
psikotropika dan pemakainya dimasyarakat sangatlah tampak sekali.

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang terletak di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur telah
banyak menyidang kasus dan memberikan hukuman pula terhadap pelaku tindak pidana.
Salah satu tindak pidana yang disidangkan adalah kasus tindak pidana psikotropika,
dengan pasal 71 ayat 1 undang-undang nomor 5 tahun 1997, yang terjadi di Jl.
Cendrawasih no.70 rt O15 rw 008 Kelurahan Betro Kecamatan Sedati Kabupaten
Sidoarjo.

Dalam ketentuan pasal 71 (1) undang-undang nomor 5 tahun 1997 disebut bahwa:

1. Barangsiapa bersekongkol atau sepakat untuk melakukan,
melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan

* Badan Narkotika Nasional, Pedoman Pencegahan Bagi Pemuda, ( Jakarta: 2004), h. 4.
! Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Bandung: Fokus Media, 2009), h.81



dan mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam pasal 60, pasal 61, ?asal 62, atau pasal 63 dipidana
sebagaimana pemufakatan jahat.

Pengedar psikotropika tidak terdapat hukum atau larangan khusus dari dalil-dalil

atau nash yang Qat'i dan Mutawatir dari al-Qur'an maupun Hadis, akan tetapi secara
umum al-Qur'an dan Hadis melarang semua umat Islam mendekati dan berbuat perkara
yang keji dan merusak diri, Islam juga menganjurkan umatnya agar senantiasa hidup
dalam keadaan sejahtera, aman dan tentram. Oleh karena itu, perkara yang merusak diri
individu dan orang banyak tidak dibenarkan oleh syara’. Firman Allah dalam surat al-

Bagarah 11 :

PN G N

“ janganlah kalian berbuat kerusakan dimuka bumi” °

Begitu juga dalam surat al-Bagarah 195 :
i Sl Lar Y,

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedalam kebinasaan”.’

Begitu juga dalam surat al-Maidah 90 :

22 - -

o - A:,/O-" s o 4 0 {0k, - /'// oy .~ fo ,?°,,.s/§/
’.iué,:i:»ugws&‘-}ﬁg Y53y Sl ki T EPARSUR R

-

O ”l.!

> Ibid, hal. 151
‘; Depag RI, al-Qur'an dan Terjemahannya,( Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), h. 10
Ibid, hal. 47



"Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi,
(berkurban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji
termasuk perbuatan syetan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu
mendapat keberuntungan"®

Ayat al-Qur'an diatas menjadi dalil tentang larangan meminum khamr atau
sesuatu yang memabukkan. Psikotropika jika dipandang dari sifatnya atau dapat
memabukkan bahkan lebih dari itu, orang yang telah kecanduan psikotropika dapat
merusak sel daya tahan tubuh.

Sumber hukum Islam selain al-Qur'an dan al-Hadis adalah ijma’ dan giyas,
karena tidak adanya dalil tentang larangan psikotropika, maka psikotropika dapat
digiyaskan pada khamr karena sifatnya yang sama dapat memabukkan dan setiap
benda yang memabukkan hukumnya haram tidak memandang apakah dalam

kuantitas banyak atau sedikit.

Nabi Muhammad SAW yang melarangnya, seperti disabdakan:
- P FJB ) . s - o 8 D)
(7 S J5 o s IS

“Setiap yang memabukkan adalah khamr, dan setiap khamr adalah

haram.”®

B o ST 508 )

“Siapa saja yang kehilangan (akal) dan meminum khamr baik banyak
maupun sedikit wajib dikenai sanksi.”"°

Masalah kejahatan peredaran psikotropika bukanlah masalah yang berdiri

sendir, tetapi menyangkut bidang kehidupan baik keamanan, kesehatan dan sosial

% Ibid h. 163
® Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 9, (Bandung; al-Ma’arif, 1997), h. 64
19 Jaih Mubarak, Kaidah Fiqgh Jinayah Islam, ( Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 57



ekonomi yang tidak saja berakibat negatif bagi diri sendiri, tetapi juga terhadap
masyarakat, bangsa dan Negara. Kejahatan penyalahgunaan psikotropika
merupakan kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan terorganisasi dan
sangat memperhatinkan, terutama dikalangan masyarakat umum.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, yaitu mengenai Pengadilan
Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili tindak pidana psikotropika, telah
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang melanggar pasal 71 undang-undang
nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, berupa kristal metamfitamina dan
terdaftar dalam golongan II nomor urut 9 jenis sabu-sabu, penulis tertarik untuk
mengangkat permasalahan tersebut di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Hal ini karena
pihak Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo telah memutuskan hukuman terhadap
kasus tindak pidana psikotropika Nomor : 05/Pid. B/PN.Sda.

Namun penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah landasan hukum
yang digunakan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara
tindak pidana psikotropika sesuai dengan hukum pidana Islam tentang perkara

tersebut

B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat diidentifikasikan topik-topik
permasalahan yang berhubungan dengan penyalahgunaan psikotropika, yaitu sebagai

berikut;



1. Apa penyebab terjadinya penyalahgunaan psikotropika?

2. Apa jenis psikotropika yang diedarkan?

3. Apa ancaman hukum terhadap pengedar psikotropika?

4. Bagaimana dampak pemakaian psikotropika?

5. Apa pengaruh psikotropika bagi kesinambungan regenerasi bangsa?

6. Bagaimana memberantas atau memutus jalur pengedaran psikotropika?

C. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang
akan dikaji dalam penelitian ini, rumusan tersebut adalah :
1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim mengenai kasus pidana pengedar
psikotropika dalam putusan PN Sidoarjo NO.05/Pid.B/2009/PN.Sda?

2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana terhadap

pemakai psikotropika dalam putusan PN Sidoarjo
NO.05/Pid.B/2009/PN.Sda?
D. Kajian Pustaka

Penulisan skripsi mengenai tindak pidana psikotropika memang telah banyak
dibahas, namun penelitian yang dilakukan sebelumnya tetap menjadi bahan
ryjukan atau masukan dalam penulisan penelitian ini. Berikut buku yang menjadi

acuan dalam penulisan penelitian ini:
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1. Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika

2. Taufik Makaro, Tindak Pidana Narkotika

Adapun karya yang berbentuk skripsi antara lain:

1. Indah Fathonah, Putusan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkoba dan
Psikotropika di Pengadilan Surabaya (analisis hukum pidana Islam
tentang penerapan pasal 41 UU No.05 tahun 1997 tentang psikotropika
dan pasal 47 UU No.22 tahun 1997 tentang narkotika)

(Menganalisis tentang penerapan pasal 41 UU No.05 tahun 1997 dengan
pasal 47 UU No.22 tahun 1997 dengan putusan rehabilitasi terhadap
pecandu narkotika dan psikotropika)

2. Luluk  Fauziyah, Putusan  Pengadilan  Negeri Sidoarjo
No.828/Pid.B/2004/PN.Sda tentang tindak pidana psikotropika ditinjau
dari hukum pidana Islam.

(Menganalisis tentang putusan tindak pidana pemakai psikotropika
menurut hukum pidana Islam).
Sedangkan dalam penulisan skripsi ini yang penulis bahas lebih
terfokus pada apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus
perkara dan apa saja dasar hukumnya, serta telah sesuaikah dengan Undang-

Undang tentang psikotropika tersebut.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas , maka tujuan penelitian ini adalah :
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1. Untuk menjelaskan landasan hukum yang dipakai oleh para hakim PN
Sidoarjo.

2. Untuk mendiskripsikan tinjauan hukum pidana Islam tentang putusan PN
Sidoarjo.

3. Menganalisis tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan

Negeri Sidoarjo tentang tindak pidana psikotropika.

E. Kegunaan Hasil Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi
pemikiran bagi disiplin keilmuan secara umum dan sekurang-kurangnya
dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu :

1. Aspek reoritis, sebagai upaya bagi pengembangan ilmu
pengetahuan khususnya dibidang tindak pidana Islam yang
berkaitan dengan masalah tindak pidana psikotropika.

2. Aspek praktis, dapat dijadikan bahan penyusunan Aipotesa bagi
peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah tindak

masalah psikotropika.

F. Definisi Operasional
Untuk mempermudah dan menghindari kesalahan terhadap masalah

yang dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut :
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Tindakan pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan sanksi
pidana karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang,. "'

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan
narkotika, yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif syaraf pusat
yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. '

Hukum Islam adalah suatu peraturan berdasarkan wahyu Allah dan
sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini
berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam."

Putusan hakim dalam penelitian ini adalah tentang vonis hakim PN
Sda kepada pelaku tindak pidana psikotropika, perkara nomor
05/Pid.b/2009/PN. Sda.

Penilitian ini dilakukan untuk menganalisis putusan PN Sda tentang

tindak pidana psikotropika berdasarkan hukum pidana Islam.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian
Penilitian ini dilaksanakan di PN Sda yang beralamatkan di jalan Jaksa Agung
Soeprapto No.10 Sidoarjo yang berada di daerah tingkat II Kabupaten Sidorjo

Propinsi Jawa Timur.

"' Sumarsona, Kamus Hukum,( Jakarta: Rineka Cipta, 1992). 9
12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Bandung: Fokus Media, 2009), h.12
'* Fathurrahman Djamil, Filsafat Hukum Islam, ( Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 12,
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2. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang telah diperoleh
dalam penelitian dengan cara mempelajari berkas-berkas perkara dan wawancara
dengan para pihak PN Sidoarjo yang terkait dengan perkara tersebut.
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang terkait dengan
pokok permasalahannya, yaitu :
a. Data tentang putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap tindak pidana
psikotropika No. 05/Pid.B/2009/PN.Sda

b. Data tentang berita acara pemeriksaan oleh kepolisian.

3. Sumber data
Sementara data yang diambil dalam penelitian ini terdiri atas sumber data
primer dan sumber data sekunder, yaitu:
a. Sumber data primer
Data berupa :
1) Berkas acara penyidikan kepolisian Sidoarjo
2) Putusan hakim yang oleh pihak Pengadilan Negeri Sidoarjo tidak
diperkenankan untuk digandakan karena alasan dokumen rahasia.

3) Undang-undang nomer 5 tahun 1997 tentang psikotropika.
4) Kitab undang-undang hukum pidana serta komentar-komentarnya.
5) Al-Qur'an

6) Hadis|
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b. Sumber data sekunder
Literatur yang berhubungan dengan pembahasan kasus ini, antara lain:
1) Ahmad Mawardi Muslich, “Hukum Pidana Islam”
2) Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika
3) Al-Hafiz Ibnu Hajar al-As|qalani, Bulugh al-Marram.
4) A. Djazuli, Figh Jinayah
4. Teknik pengumpulan data
Untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan teknik
pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data pada skripsi ini adalah
dengan metode dokumentasi. Yaitu mencatat data yang ada di Pengadilan
Negeri Sidoarjo yang terkait dengan pokok permasalahan serta mengkaji
berkas acara kepolisian terutama tuntutan jaksa, serta putusan hakim terhadap

tindak pidana psikotropika di Pengadilan Negeri Sidoarjo.

5. Teknik analisis data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan
teknik deskriptif analitis dalam arti menguraikan kasus tentang hukuman
tindak pidana pengedar psikotropika yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri
Sidoarjo secara keseluruhan, mulai dari deskripsi kasus, landasan hukum yang

dipakai oleh hakim sampai dengan isi putusannya."*

' Etik Indriyati, Menulis Karya Ilmiah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), h. 26
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H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan

agar dapat dipakai untuk menjawab permasalahan, maka disusun dalam bab-bab

yang masing-masing bab mengandung sub bab sehingga tergambar keterkaitan

yang sistematis. Maka untuk pembahasannya disusun sebagai berikut:

Bab I

Bab 11

Bab III

Bab IV

Bab V

: bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil
penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika

pembahasan.

: bab ini berisi kerangka konseptual yang membahas tentang tindak

pidana psikotropika menurut KUHP dan hukum Islam yang
membahas tentang pengertian psikotropika, unsur-unsur psikotropika,

dasar hukum tindak pidana psikotropika.

: bab ini memuat deskripsi berkenaan dengan hasil penelitian tentang

wilayah hukum dan struktur Pengadilan Negeri Sidoarjo terhadap

tindak pidana psikotropika.

: bab ini membahas tentang uraian analisis terhadap pertimbangan

hukum yang dipakai hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang

pidana psikotropika.

: adalah bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.



BAB 11
TINDAK PIDANA PENGEDAR PSIKOTROPIKA

MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Definisi Tindak Pidana Pengedar Psikotropika
1. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari kata "Tindak" dan "Pidana", tindak berarti langkah,
perbuatan, kelakuan dan sebagainya. Sedangkan pidana adalah kejahatan, kriminil,
hukum mengenai perbuatan jahat dan pelanggaran pelanggaran pidana.

Tindak pidana adalah satu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan
dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan
atas tindakannya dan undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau
pidana yang dapat dihukum.?

Definisi tindak pidana semakna dengan perbuatan pidana. Namun kata "tindak"
menyatakan keadaan konkrit sebagaimana halnya dengan peristiwa, dan tidak
menunjuk pada hal yang abstrak seperti perbuatan.

Tindak adalah kelakuan tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmaniah. Istilah

tindak pidana baik dalam-pasalnya maupun dalam penjelasannya selalu dipakai pula

! Pusat Bahasa Depdiknas, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, (jakarta: Balai Pustaka,
1989), h. 871 dan 1195
? Leden Marpaung, Unsur-Unsur perbuatan yang Dapat Dihukum, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1991),h. 4

17
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kata perbuatan.’ Perbuatan pidana atau tindak pidana dapat diartikan dengan
perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar
larangan tersebut.*

Dalam hukum Islam, tindak pidana sering diistilahkan dengan kata jarimah dan

Jindyah, yang dimaksud dengan jarimah ialah:
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“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam
oleh Allah dengan hukuman had atau ta '=ir.”
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“Jindyah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik
perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta atau lainnya.”
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" Jindyah adalah setiap perbuatan yang terlarang adalah semua perbuatan
yang dilarang oleh syara’, yang apabila dilanggar maka akibatn7ya akan
membahayakan terhadap agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda".

3 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 55
* Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, h. 126

* A Djazuli, Figh Jina>yah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 11
¢ Ahmad Mawardi Muslich, Hukum Pidana Islam, h. ix
7 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah Jilid I, (Bandung: al-Ma’arif, 1997), h. 427
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Larangan-larangan itu adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang
atau meningggalkan perbuatan yang diperintahkan. Pengertian dari istilah Jindyah
mengacu pada hasil perbuatan-perbuatan terlarang menurut syera’ yang mengenai
atau merugikan keselamatan jiwa atau harta benda, seperti pemukulan, pembunuhan,
pencurian dan sebagainya.®

Menurut istilah figh, Jindyah adalah pelanggaran yang dilakukan oleh
seseorang terhadap hak Allah atau larangan Allah, hak-hak manusia dan hak binatang
dimana orang yang melakukan wajib mendapat atau diberi hukuman yang sesuai,
baik di dunia maupun di akhirat berdasarkan ketentuan syara’.’

Dari berbagai definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan
tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang

dilarang atau diharuskan oleh undang-undang serta diancam dengan ketentuan

pidana.
. Definisi Pengedar

Pengedar adalah berjalan berkeliling, berpindah-pindah dari satu tempat ke

tempat lain atau dari satu tangan ke tangan yang lain. '

//‘n://’/, ol }’ - ‘/o}// /}é Sor J’/./ 2 o ° P
fbdﬂpl“jfel‘"‘”“_;”éfﬂ|d_}‘”Jw“‘ ,w&‘wjﬂl!\;x&&fib-u;)

¥ Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Rieneka Cipta, 2004), h. 1
® Sudarsono, Pokok-Pokok Hukum Islam, h. 527
1% Achmad Maulana, Kamus limiah Populer Lengkap, (Yogyakarta: Absolut, 2008), h. 82
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“Jabir bin Abdillah RA menceritakan, bahwa ia mendengar Rasulullah saw
bersabda pada tahun Futuh (Pembukaan) Mekah di Mekah, “Sesungguhnya Allah
dan Rasul-Nya mengharamkan berjual beli khamr (arak), bangkai, babi, dan
berhala”. Ada orang bertanya, Hai Rasulullah! Bagaimana hukumnya menggunakan
lemak lemak mayat (bangkai), karena dipergunakan untuk mencat perahu (agar
tahan air), meminyaki kulit hewan, dan penerangan (lampu)?” Beliau menjawab,
“Tidak boleh, karena itu haram”. Lalu Rasulullah bersabda lagi, “Allah melaknat
orang-orang yahudi, karena setelah diharamkan atas mereka lemak mayat itu, maka
merekclzl cairkan dan lalu mereka jual belikan dan memakan harganya. (Muttafaq
Alaih)

. Definisi Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan
narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf

pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.'?

1 Al-Hafiz Ibnu Hajar al-As|qalani, Bulughul Maram terjemah oleh K H. Kahar Masyhur (PT Rineka
Cipta, Jakarta, 1992), h. 408
12 Undang-Undang Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika, ( Bandung: Fokus Media, 2009),h. 82

ey
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Menurut Convention on Psychotropic Substances yang diadakan pada tanggal
19 sampai dengan 21 Februari 1971 yang dimaksud psikotropika adalah semua
bahan, alam maupun sintesis yang terdaftar dalam daftar I, II, IIl dan IV, menurut

konvensi tersebut didefinisikan sebagai psikotropika adalah obat yang dapat:

a. Menyebabkan ketergantungan
b. Menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat
¢.  Menimbulkan kelainan kelakuan, disertai oleh timbulnnya halusinasi, ilusi,

gangguan cara berpikir, dan perubahan dalam perasaan."

Adapun di bidang obat-obatan yang sintesis, dikembangkan obat-obatan yang
sekarang dikategorikan sebagai psikotropika substances, yaitu obat-obatan yang dapat
menimbulkan pengaruh terhadap kejiwaan.'* Zat psikotropika adalah zat kimia yang
mengubah reaksi tingkah laku seseorang terhadap lingkungannya. '’

Definisi psikotropika menurut konvensi psikotropika substansi digolongkan ke
dalam empat golongan. Penggolongan ini didasarkan atas tingkat ketergantungan atas

sindrom yaitu:'®

1. Psikotropika golongan I mempunyai potensi amat kuat yang berakibat pada
sindrom ketergantungan, hanya diperuntukkan untuk kepentingan ilmu

pengetahuan.

' LEPIN, AIDS Dikenal untuk Dihindari, ( Jakarta: 1999), h. 357

'* Andi Hamzah, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, ( Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 8

' Joko Prakoso, Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, h. 490

'¢ Sumarso Siswantoro, Penegakan Hukum Psikotropika, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h.
125
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2. Psikotropika golongan II mempunyai potensi kuat dan mengakibatkan
sindrom ketergantungan dapat digunakan dalam terapi dan atau ilmu

pengetahuan.

(%]

Psikotropika golongan III mempunyai potensi sedang terhadap tingkat
sindrom ketergantungan dipergunakan untuk kepentingan terapi dan atau
tujuan ilmu pengetahuan.

4. Psikotropika golongan IV mempunyai potensi ringan terhadap tingkat sindrom
ketergantungan digunakan untuk kepentingan terapi dan atau ilmu

pengetahuan.

Adapun yang dimaksud dengan zat jenis psikotropika adalah:

a. Golongan psikotropika, yaitu asam lisergik, dictilamina atau LSD, meskalina,
psilosibina dan zat lain yang khasiatnya serupa.

b. Golongan stimulansia, yaitu amphetamine dan turunannya dan zat lain yang
khasiatnya serupa.

¢. Golongan hipnotika, yaitu karbiturat dan persenyawaannya, serta zat lain yang
khasiatnya serupa.

d. Golongan ansiolitika dan zat lain yang khasiatnya serupa.

Efek yang ditimbulkan oleh narkotika dan psikotropika terhadap fisik, antara
lain menurunnya kekebalan tubuh dan rusaknya beberapa fungsi organ tubuh, baik

organ dalam seperti jantung, paru-paru, liver, hati dan lain sebagainya, juga organ
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luar seperti pupil mata mengecil , bicara cadel, mulut kering, dan alat-alat indera
lainya.

Dari uvaraian di atas dapat disimpulkan bahwa narkoba adalah racun yang bukan
saja merusak seseorang secara fisik tapi juga merusak jiwa dan masa depan
penggunanya. Secara fisik, kekebalan tubuh semakin lama semakin ambruk,
sementara mentalitasnya sudah terlanjur ketergantungan dan membutuhkan
pemenuhan narkoba dalam dosis yang semakin tinggi. Jika dia tidak berhasil
menemukan narkoba, maka tubuh akan mengadakan reaksi yang menyakitkan,
diantaranya sembelit, muntah-muntah, kejang-kejang, dan badan menggigil yang
dikenal dengan sakau. Untuk itu para pecandu narkoba tidak bisa lepas dari
ketergantungan, hingga memerlukan terapi cukup lama.

Penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan gangguan mental atau jiwa yang
dalam istilah kedokteran jiwa (psikiatri) disebut gangguan mental organic. Disebut
organic karena narkoba ini bila masuk ke dalam tubuh langsung bereaksi dengan sel-
sel saraf pusat (otak) dan menimbulkan gangguan dalam alam pikir, perasaan dan
perilaku. Kondisi demikian dapat dikonseptualisasikan sebagai gangguan jiwa karena
narkoba.

Di dalam hukum Islam tidak ada istilah tentang psikotropika, akan tetapi dapat
diketahui zat lain yang mempunyai sifat yang sama seperti halnya psikotropika, hal
tersebut adalah khamr (miras). Sedangkan kata khamr berasal dari kosa-kata Arab
khamara-yakhmuru atau khamara yakhmiru, yang berarti tertutup atau terhalang.

Karena itu, minuman tersebut sifatnya dapat menutupi akal dan pikiran sehat
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Mereka berpegang pada kata-kata Abu al-Aswad al —Du’ali sebuah sya’irnya yang

berbunyi sebagai berikut :

S, R0 B &3F) S8 arad s s ¢
)
Gl 21 45 T 5 s Y R
“bi&rlah khamr itu din;inum orang-orang yang sesalt,

Karena aku yakin bahwa sang pemabuk tetap menyanyikan (membela)

keberadaanya. Baik Khamr itu tak ada untuknya atau sang pemabuk tak memilikinya.

Sesungguhnya mereka berdua adalah saudara yang pernah disusui seorang ibu™"®.

Dengan alasan ini mereka berpendapat bahwa sesungguhnya nabidz bukan termasuk
khamr. Dan yang dinamakan khamr adalah sesuatu (minuman) yang sangat keras

(memabukkan) yang berasal dari perasan anggur.

. Karena alasan agama

Berlandaskan sunnah nabi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa’id al- Khudri:
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“Ketika Nisywan datang kepada rasulullah, beliau berkata kepadanya: Apakah kau
minum khamr? la menjawab: saya tidak meminumnya sejak Allah dan rasulnya
mengharamkan. Kalau begitu apa yang kau minum? la mer(z/'awab: Dua campuran.
Maka rasulullah mengharamkan kedua campuran tersebut .

Hadis tersebut menjelaskan bahwa peminum meniadakan penamaan khamr dari dua
campuran minuman dihadapan rasulullah sedangkan beliau tidak mengingkarinya.

 1bid, h. 60
2% |hid, h. 61
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peminumnya dari mengerjakan perintah-perintah agama (Allah dan rasulnya).
Menurut para fugahd', khamr (miras) adalah cairan yang memabukkan, baik yang
terbuat dari buah-buahan seperti anggur, kurma, dan tin atau yang berasal dari biji-
bijian seperti biji gandum,atau berasal dari manisan seperti madu, atau hasil masakan,
atau nama-nama lain yang beredar di luar sekarang.'’

Namun untuk yang terakhir ini masih diperselisihkan oleh kalangan ulama
fikih,misalnya: Imam Abu Hanifa berpendapat, bahwa khamr adalah minuman yang
memabukkan dan hanya terbuat dari perasan anggur saja. Sedangkan minuman
memabukkan yang terbuat dari bahan selain perasan anggur, ia tidak dimasukkanya
ke dalam kategori khamr, akan tetapi menamakannya dengan sebutan nabid:.

Sebagaimana pernyataannya sebagai berikut ini:
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“Khamr adalah minuman yang memabukkan yang berasal dari perasan anggur saja.
Adapun yang memabukkan dari selain anggur, seperti minuman yang terbuat dari
perasan kurma dan gandum, maka tidak dinamakan khamr, akan tetapi dinamakan
nabid=. Ini adalah madhabnya ulama Kufah, al-Nakha'i, al-Tsauri dan Ibnu Laila™"®

Dengan pendapatnya tersebut, ia mengemukakan dua alasan :

Karena alasan bahasa

'7 Al-Ahmady Abu an-Nur, Narkoba, h. 131
'® Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 9, (Bandung: al-Ma’arif, 1997), h. 59
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Jumhur Ulama’ (Mayoritas Ulama). Di antara mayoritas ini, antara lain, adalah Imam

Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad. Mereka berpendapat:
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“Khamr adalah nama (sebutan) bagi setiap minuman yang memabukkan baik
terbuat dari anggur, kurma, gandum, atau laim}ya. Ini merupakan pendapat
mayoritas dari kalangan ahli hadis dan ulama Hijaz "*!

Alasan mercka bahwa yang dinamakan khamr adalah segala sesuatu yang

memabukkan, menjadi sangat kuat sekali dengan ditopang beberapa dalil hadits

berikut:

a. Hadis Ibnu Umar yang mengatakan

2
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“Segala yang memabukkan adalah khamr, dan segala yang memabukkan hukumnya

haram.”(H.R. Abu DAud dari Ibnu Umar).*

b. Hadis Abu Daud
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Ibid, h. 62
** Abi Dawud Sulaiman bin Ismail bin al-As’asy al-Sajastani al-Azri, Sunan Abi Dawud, (Kairo: Dar al-
Hadis, 1999), h. 134
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“Khamr diharamkan semenjak ditetapkan keharamanya, dan khamr yang dimaksud
yang terbuat dari lima hal: anggur, kurma, biji gandum, jewawud (1elaz) dan sari
pati. Khamr adalah apa yang dapat menutupi akal “.(H.R. Abu Daud). %

Hadis Ummi Salamah
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“Rasulullah melarang segala mmuman yang memabukkan dan menutupi akal . ”(HR.
Abu Daud dari Ummi Salamah RA). %

HadisAbuHurairah
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“Zuhair bin Harb bercerita padaku, bahwa Isnai’l bin Ibrahim telah bercerita
kepada kita, kita telah mendapatkan kabar dari Al Hajjaj bin Abi Usman, bahwa
Yahya bin Abi Katsir bercerita padaku sesungguhnya Aba Katsir mendengar Abu
Hurairah berkata : Rasulullah saw, bersabda : khamr itu terbuat dari kedua pohon
ini, yaitu kurma dan anggur”.(H.R. Muslim).”

Hadis Anas
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2 |bid, h. 134
 |bid, h. 35

% Imam Muslim, Sahih Muslim Volume IA, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 207
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“Ahmad bin Yunus bercerita kepada kita, bahwa Abu Syihab Abdu Rabbih bin Nafi’,

dari Yunus, (ia) dari Tsabit Al Bunnani, (ia) dari Anas telah bercerita kepada kita,
diharamkan khamr semenjak ditetapkan keharamanya, dan di Madinah kami tidak
mendapatkan khamr yang terbuat dari anggur, kecuali hanya sedikit. Sedangkan
umumn%a khamr kita kebanyakan terbuat dari kurma atau kurma yang masih
muda.”
Al-Fahru al Rozi berpendapat bahwa hal di atas merupakan argumentasi yang paling
kuat dalam hal menamakan khamr dalam pengertian semua yangmemabukkan.
Al-Imam al-Alusi pun juga mengemukakan komentarnya sebagai berikut:
“Menurut saya, sesungguhnya yang benar dan tidak boleh diingkari, bahwa minuman
yang dibuat dari apa saja selain anggur, apapun adanya serta apapun namanya,
sekiranya memabukkan maka hukumnya haram. Baik sedikit maupun banyak.
Peminumnya dikenai hukuman had, talaknya dianggap sah serta dianggap najisnya
terhitung najis mughalladhah.” Dari berbagai argumentasi di atas, Muhammad Alj al-
Shabunzi7 berpendapat bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang memabukkan adalah
khamr.

Oleh karena itu, Ulama’ sepakat mengharamkan psikotropika melihat dampak
buruknya pada manusia, lingkungan dan keturunannya. Ternyata pengaruh
psikotropika lebih dahsyat dari pada khamr yang telah diharamkan dengan tegas dan
jelas. Para ulama’ telah memutuskan keharaman paikotropika dan pidana bagi
pemakainya sebagaimana mereka telah mengharamkan perdagangan dan pidana bagi
orang-orang yang memperdagankannya. Narkoba dalam buku ulama disebut tanaman
Banju yaitu tanaman sejenis ganja, opium. Karena semuanya merusak akal,

menghalang-halangi manusia dari dzikir kepada Allah dan sholat.

% Abi Abdulfah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Sahih Bukhar, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), h. 312
% Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 9, (Bandung: al-Ma’arif, 1997), h. 64
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Jika narkoba dan zat-zat lain menimbulkan pengaruh yang sama dengan khamr
di badan dan akal atau lebih besar pengaruhnya daripada kkamr, maka zat-zat tersebut
haram hukumnya dengan huruf nash-nash kaamr dan maknanya.

Berdasarkan nash-nash tersebut diputuskan kaidah syar’iyah yang masuk
kategori kaidah yang terpenting dalam Islam yaitu menolak mudharat dan menutup
semua jalan kepada kerusakan.”®

\Rasulullah mengharamkan apa saja yang memabukkan dan melemahkan. Yang
dimaksud melemahkan menurut para ulama ialah apa saja yang membuat lemah pada
organ tubuh manusia. Para ulama menulis ijjma’ para fugoha' tentang keharaman
penggunaan narkoba karena dapat merusak dan membahayakan tubuh, harta dan
menjatuhkan kemuliaan pelakunya di masyarakat. Semua yang menutupi akal dan
memabukkan tanpa membedakan jenis dan bentuknya, apakah zat tersebut dimakan
atau diminum maka haram hukumnya.

Para ulama tidak membahas salah satu jenis narkoba, namun semuanya masuk
dalam cakupan kata infegral yang ada dalam al-qur’an dan sunnah. Jika sesuatu yang
banyak itu memabukkan dan sedikit saja juga haram, maka ini menghendaki secara
mutlak pengharaman berdasarkan ijma’ para ulama madzhab. Apa saja yang
melemahkan dan membius diantara zat yang membahayakan akal dan organ-organ
tubuh yang lain. Pengharapan tersebut secara umum mencakup semua jenis narkoba

selagi pengaruhnya sama dengannya sedikit atau banyak.

% Al-Ahmadi Abu an-Nur, Narkoba, ( Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 165
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Sesungguhnya kecanduan narkoba adalah tindakan bunuh diri, jika sebagian
orang mengkonsumsi narkoba untuk meringankan kelelahan tubuhnya atau beban
pikirannya, maka pada awalnya narkoba memberikan kepuasan yang dicarinya.
Namun tidak lama setelah itu ia terbiasa mengkonsumsinya kemudian tubuhnya
meminta kandungan narkoba yang lebih banyak lagi yang terus menerus dapat
mematikan sehingga ia terbiasa dengan kebutuhan narkoba. Dari itu, maka hukum
Islam memberikan ketegasan dalam masalah narkoba ini.

Dalam hukum pidana Islam, pidana mengandung arti pencegahan, pendidikan
dan pengajaran yang dalam teori pemindaan disebut feori relative. Dari pengertian itu
dapat dipahami bahwa tujuan pidana adalah mengubah si pelaku menjadi orang yang
baik kembali dan tidak melakukan kejahatan yang sama dalam waktu lain.

Syariat Islam mengharamkan khamr sejak empat belas abad yang lalu dan hal
ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan
vanugerah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya dan sekarang mulai orang
nonmuslim menyadari akan manfaat diharamkannya khamr setelah terbukti bahwa
khamr dan sebagainya (penyalahgunaan narkotika, psikotropika,ganja) membawa
mudharat bagi bangsa.

Al-Quran diturunkan kepada masyarakat jahiliah yang memiliki kebiasaan
minum khamr, mabuk-mabukan dan untuk mengubah kondisi yang demikian

ditempuh dengan cara at-tadrij (bertahap):
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1. Dinyatakan bahwa khamr dan maisir (judi) itu mengandung dosa besar
meskipun mengandung manfaat bagi manusia, akan tetapi madharatnya lebih
besar daripada manfaatnya. (al-Baqarah: 219)

2. Dinyatakan bahwa tidak boleh melaksanakan shalat dalam keadaan mabuk.
(Anisa: 43)

3. Tegas-tegas dinyatakan bahwa khamr itu salah satu perbuatan setan dan

karenanya harus dijauhi. (al-Maidah: 90)*

Setiap sesuatu yang memabukkan adalah termasuk khamr dan tidak menjadi
soal tentang apa asalnya. Oleh karena itu, jenis minuman apapun sejauh memabukkan
adalah khamr menurut pengertian syari'at dan hukum-hukum yang berlaku atas
minuman-minuman tersebut, baik terbuat dari anggur, kurma, madu, gandum dan
biji-bijian lain maupun dari jenis-jenis lain. Semuanya termasuk ksamr dan haram
hukumnya. Sebab haramnya adalah karena keburukannya, baik yang bersifat khusus
maupun umum dan juga karena membuat lalai dari mengingat Allah dan dari
mengerjakan shalat serta menimbulkan permusuhan dan kebencian antara sesama
manusia.*

Hal tersebut diceritakan dalam sebuah hadis Nabi, yaitu sebagaimana

Rasulullah SAW bersabda:
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A, Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 95-96
% Sayyid Sabiq, Figh Sunnah, (Bandung;: al-Ma’arif, 1997), h. 46
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" Dari ibn 'Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, semua yang
memabukkan adalah arak (khamr), dan setiap khamr adalah haram (HR. Bukhari
dan Muslim)"™'

Pendapat tersebut juga diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh 'Aisyah,

beliau berkata:
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" Rasulullah SAW pernah ditanya tentang arak dan madu. Beliau menjawab:
setiap minuman yang memabukkan adalah haram (HR. Muslim)"*’
Dalam definisi khamr ada dua pendapat, diantaranya yaitu:

1. Khamr adalah minuman dari anggur (_*+4>-) selain dari anggur seperti kurma dan

lainnya bukan dikatakan khamr (pendapat Abu Hanifah, ahli Kufah).
2. Khamr adalah setiap minuman yang rasanya lezat dan memabukkan atau

membuat mabuk (pendapat ahli Madinah dan ahli Makkah).*

Untuk lebih jelasnya, pengertian tentang khamr dalam ahbab al-nuzul darni surat

al-Baqarah ayat 219:

3! Adib Basri Mustafa, Terjemah Sahih Bukhari Muslim, Jilid I, h. 823
32 Ibid, h. 823
33 Ibn Arabi, Ahkam al-Qur'an, Jilid I, h. 209
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" Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu
(dari mengerjakan pekerjaan itw). (QS. Al-Ma'idah ayat 91).%°

Kemudian Umar disuruhnya membacakan ayat di atas setelah itu Umar
bertanya kembalai dan Nabi SAW menjawab, cukup disini keterangan-
keterangannya, saya pikir kamu sudah jelas.”’

Kedua macam khamr di atas diperkuat dengan pernyataan Umar bin Khattab

ketika berpidato yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwa bunyinya sebagai

berikut:
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" Kemudian daripada itu, wahai manusia! Sesungguhnya telah diturunlah
hukum yang mengharamkan khamr, ia terbuat dari salah satu dari lima unsur:
anggur, kurma, madu, jagung dan gandum, khamr itu adalah sesuatu yang
mengacaukan akal”*®

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'iy dan Imam Ahmad yang dimaksud khamr

adalah minum-minuman yang memabukkan sehingga sedikit atau banyak adalah

haram.
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3 Ibid, h. 177

37 Ibn Arabi, Ahkam al-Qur'an, Juz I, h. 209

%% Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 9, (Bandung: al-Ma’arif, 1997), h. 47

* Abi Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaki, al-Sunan al-Kubra, (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), h. 176
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Khamr adalah bahan yang mengandung alkohol yang memabukkan. Bahaya
khamr terhadap pribadi seseorang baik akalnya, tubuhnya, agamanya dan dunianya.
Semua bahan yang kini dikenal dengan narkotik, seperti ganja, marijuana dan
sebagainya yang sudah terkenal pengaruhnya terhadap perasaan dan akal pikiran,
sehingga yang jauh menjadi dekat dan yang dekat menjadi jauh, dapat melupakan
suatau kenyataan, mengkhayal yang tidak akan terjadi dan orang bisa tenggélam
dalam mimpi dan lamunan.

Pengertian di atas dapat dikategorikan sebagai khamr, sebagaimana terlihat dari
reaksi minuman tersebut bila dikonsumsi oleh tubuh. Akan tetapi jika saat ini ada
minuman baru yang sifat dan akibatnya sama seperti sabu-sabu, ganja, morfin, dan
lain-lain, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai khamr.

Pada zaman modern sekarang ini juga berkembang jenis-jenis khamr yang
terkenal di pasaran. Benda tersebut terbagi menjadi beberapa bagian tertentu dengan
patokan kadar alkohol yang terkandung di dalamnya. Ada yang bernama brandy,
wisky, martini, tikir dan lain sebagainya. Kadar alcohol yang terkandung dalam
minuman-minuman ini ada 40% sampai 60% kadar alkohol yang terdapat dalam
Jenever, Holand dan Geneva (lixiall) adalah 33% sampai 40% jenis lain seperti porte,
galagata dan madira mengandung 15% sampai 25% alkohol, khamr-khamr ringan
seperti Claret Hock, Champagne dan Bargendy mengandung 10% sampai 15%. Jenis
bir ringan seperti Gyl, Postar, Estote dan Munich mengandung 2% sampai 9% dan
beberapa jenis lain yang mengandung alkohol, misalnya Boozy, khamr yang terbuat

dari perahan tebu dan lain-lain. Adapun benda-benda yang dapat menghilangkan akal
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selain minuman, seperti chloroform (z=+) ganja (y4>) dan lain-lain hukumnya juga

haram, sebab benda-benda itu memabukkan *’

B. Unsur-Unsur Tidak Pidana Psikotropika

Tiap-tiap jarimah atau tindak pidana harus mempunyai unsur-unsur umum

yang harus terpenuhi, yaitu:

1. Nas yang melarang perbuatan itu dan mengancamnya dengan hukuman terhadap
pelakunya, unsur ini disebut unsur formal atau rukun syar'i.

2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah baik berupa perbuatan-perbuatan
nyata maupun sikap tidak berbuat, unsur ini disebut unsur materiil atau ruwkun
maddi.

3. Pelakunya adalah orang mukallaf yaitu orang yang dapat dimintai pertanggung
jawaban terhadap jarimah yang dilakukannya, unsur ini disebut unsur moral atau

rukun adaby."'

Disamping unsur umum, ada unsur khusus yang hanya berlaku didalam satu
Jarimah dan tidak sama dengan unsur khusus jarimah lain. Misalnya mengambil
harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian.

Perbedaan antara unsur umum dengan unsur khusus ialah kalau unsur umum satu

40 Ibid h. 57
4 Ibid h. 6
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macamnya pada semua jarimah, maka unsur khusus dapat berbeda-beda bilangan dan
macamnya menurut perbedaan jarimah *
Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai Jindyah jika perbuatan tersebut

mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya nas yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai hukuman
atas perbuatan-perbuatan, unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (a/-rukn
al-syar'i)

2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk Jindyah baik berupa melakukan
perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan, unsur ini
dikenal dengan unsur materiil (a/-rukn al-maddy)

3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami
taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah muwkallaf, sehingga mereka dapat
dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah

unsur moral (al-rukn al-adaby)”

Beberapa unsur-unsur tindak pidana psikotropika sebagai suatu kejahatan,

yaitu:

1. Subyek kejahatan tindak pidana psikotropika dapat digolongkan dalam dua bagian,

yaitu:

“Ibid, h. 6
* A. Djazuli, Figh Jina>yah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.3
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a. Bersifat individual, misalnya para pengguna psikotropika tanpa izin, para
pengedar yang illegal, kemungkinan para dokter yang melakukan mal
praktek.

b. Badan-badan hukum yang secara illegal melakukan peredaran
psikotropika tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan oleh pejabat
yang berwenang.

2. Objek kejahatan adalah bahan-bahan psikotropika baik dalam bentuk obat maupun
dalam bentuk lainnya.

3. Cara melakukan kejahatan oleh para pengguna psikotropika secara individual dan
bersifat illegal pada umumnya adalah meliputi tindakan berupa menggunakan,
memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika selain yang ditentukan sesuai
kepentingannya.

4. Terhadap badan hukum dengan cara melakukan kejahatan bersifat illegal, dapat
digolongkan dalam tiga hal, yaitu:

a. Memproduksi, melakukan pengangkutan psikotropika tanpa lebel.
b. Mengeluarkan, mengedarkan, menyalurkan psikotropika tidak sesuai
dengan ketentuan.

c. Mengimpor, mengekspor psikotropika selain yang ditentukan.*

Suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman pidana apabila perbuatan tersebut telah

memenuhi unsur kesalahan, yaitu suatu perbuatan atas undang-undang yang

* Siswantoro Sunarso, Penegakan Hukum Psikotropika, h. 63-64
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dilakukan oleh orang yang mengetahui atau setidak-tidaknya dimungkinkan untuk
mengetahuinya bahwa perbuatannya itu adalah merupakan suatu perbuatan terlarang.
Dengan demikian, maka orang-orang yang melakukan suatu perbuatan terlarang,
sedang ia mengetahui atau bahkan tidak mungkin untuk mengetahuinya bahwa
perbuatan itu adalah merupakan perbuatan pidana, maka demikian itu tidak termasuk
perbuatan yang telah memenuhi unsur kesalahan dalam suatu perbuatan menurut
undang-undang. Dan sudah barang tentu perbuatan semacam ini tidak dapat dikenai
sanksi pidana.

Seseorang tidak dapat dipidana apabila dalam hal perbuatan yang dilakukan
tersebut, tidak atau belum ada suatu aturan yang mengatur sebelumnya. Hal yang
demikian ini dikenal dalam hukum pidana dengan istilah "Nullum delictum nulla
poena sine praevia lege" (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih
dahulu).*

Sanksi hukum yang berupa pidana yang diancam kepada pembuat delik
merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Pada
dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sistem
sanksi yang negatif tersebut tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan
jika upaya lain tidak memadai lagi. Pidana adalah suatu reaksi atas delik
(Punishment) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan oleh

Negara atau lembaga Negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanyalah merupakan

4 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 30
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suatu tujuan terdekat saja, bukanlah satu tujuan terakhir yang di cita-citakan sesuai
dengan upaya pembinaan (treatment).*®

Perbuatan seseorang dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum
apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yaitu
melakukan suatu larangan ataupun meninggalkan suatu perintah. Dalam pengertian
yang lebih luas yang dimaksud dengan unsur melawan hukum ini adalah perbuatan-
perbuatan yang oleh pembuat undang-undang dianggap sebagai perbuatan yang dapat
menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.*’

Bahwa unsur waktu, tempat, serta keadaan sangat mempengaruhi dapat atau
tidaknya bagi seorang pelaku perbuatan pidana untuk dapat dipidana. Hal demikian
ini sangat penting untuk diperhatikan khususnya dalam persidangan di pengadilan
demi menjaga dan tercapainya keadilan. Sebab waktu, tempat dan keadaan adalah
sangat besar pengaruhnya terhadap dilakukannya suatu perbuatan. Maka, tidak adil
apabila tindak pidana dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran yang
dilakukan karena adanya suatu sebab, seperti dalam keadaan terpaksa atau keadaan di

luar batas kemampuannya yang sering disebut "daya paksa (over machr)".**

. Macam-Macam Tindak Pidana Psikotropika

% Arvan Sakidjo dan Bambang Poernomo, Hukum Pidana Atas Dasar Aturan Umum dan Hukum
Pidana Kodifikasi, h. 69

47 Leden Marpaung, Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat di Hukum (Delik), ( Jakarta: Sinar Grafika,
1991), h. 8

*® Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), h. 139
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Dalam asas-asas hukum pidana Islam, tindak pidana atau jarimah dapat
ditinjau dalam berbagai aspek, sehingga tindak pidana atau jarimah  dapat
diklasifikasikan dalam berbagai macam aspek yang meliputi hukuman, niat, cara,
korban dan tabiat.”’

Para ulama' mengelompokkan jarimah dengan melihat pada sanksi hukuman
apa yang ditetapkan, yaitu:*

1. Qisas diyat yaitu tindak kejahatan yang sanksi hukumannya adalah balasan
setimpal (gisas) dan denda (diyat). Yang termasuk daiam kelompok ini adalah
pembunuhan, pelukaan dan penghilangan bagian atau anggota tubuh.

2. Hudud yaitu kejahatan atau jarimah yang sanksi hukumannya ditetapkan
sendiri secara pasti oleh Allah dan atau Nabi. Yang termasuk dalam kelompok
ini adalah pencurian, perampokan, perzinahan, tuduhan zina tanpa bukti,
minum-minuman keras, makar atau pemberontak dan murtad.

3. Tazir yaitu kejahatan lain yang tidak diancam dengan gisas-diyat dan tidak
pula dengan hudud. Dalam hal ini ancamannya ditetapkan oleh imam atau

penguasa.

Jindyah itu dengan melihat kepada hak siapa yang melanggar dalam kejahatan
itu, pengelompokan ini berkaitan boleh tidaknya pelaku kejahahatan itu dimaafkan.

Dalam hal ini hak yang terlanggar dalam kejahatan itu, yaitu:

* A. Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2004), h. 6-7
%% Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Figh, ( Bogor: Bogor Kencana, 2003), h. 256-257
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1. Kejahatan yang melanggar hak hamba secara murni, yaitu pembunuhan,
pelukaan dan penghilangan anggota tubuh, yang termasuk dalam kelompok
qisas-diyat. Dalam hal ini pelaksanaan dan ancaman sepenuhnya diserahkan
kepada korban kejahatan atau keluarganya. la dapat menuntut untuk
dilaksanakan atau memaafkannya dari pelaksanaan hukuman.

2. Kejahatan yang melanggar hak Allah atau kepentingan umum (public) secara
murni yaitu perzinahan, minuman keras, murtad, perampokan dan makar.
Dalam hal ini maaf yang diberikan para korban tidak mempengaruhi terhadap
pelaksanaan hukuman.

3. Kejahatan yang melanggar hak hamba yang berbaur dengan hak Allah, namun
hak hamba lebih dominan yang termasuk dalam golongan ini adalah tuduhan
zina tanpa bukti. Menurut pendapat sebagian ulama' ancaman hukuman ini
dapat dihindarkan bila ada maaf dari pihak korban yang dituduh berzina.

4. Kejahatan yang melanggar hak Allah yang berbaur dengan hak hamba, namun
hak Allah lebih dominan yang termasuk dalam kelompok ini adalah pencurian.
Menurut sebagian ulama’, korban pencurian dapat memaafkan kejahatan ini

selama kasusnya belum masuk di pengadilan.”’

Adapun macam-macam jarimah pada umumnya para ulama' membagi
berdasarkan berat dan ringannya hukuman, mereka membagi jarimah atau tindak

pidana menjadi tiga macam, yaitu:

U Ibid, h. 257
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1-  Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam terhadap pelakunya hukuman had
yaitu yang telah ditentukan macam dan jumlahnya serta menjadi hak Allah
SWT , yang mayoritas ulama' membagi jarimah hudud dalam tujuh perkara,
yaitu zina, godaf, mabuk (minum-minuman keras), mencuri, hirabah, murtad,
dan pemberontak (al-bagyu).

2-  Jarimah gqisas-diyat adalah bentuk jarimah yang diancamkan hukuman gisas
atau diyat pada pelaku pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja,
penganiayaan sengaja dan penganiayaan tidak sengaja akan tetapi jenis
hukuman terhadap pelanggaran tersebut diserahkan pada si korban atau ahli
warisnya apakah memaafkan atau tidak.

3-  Jarimah ta’zir adalah bentuk jarimah yang diancamkan hukuman fa’zir yaitu
hukuman yang tidak ditentukan oleh syar'i tetapi hukuman fa’zir ini diserahkan
sepenuhnya kepadad kebijaksanaan hakim, oleh karena itu hakim harus
bijaksana dalam memilih hukuman yang tetap terhadap jarimah yang
dilakukan, dengan mempertimbangkan motif dilakukannya perbuataan tersebut
oleh si pelaku. Adapun macam-macam hukuman fa'zir yaitu hukuman jilid,

hukuman penjara, pengasingan, salib, ancaman atau teguran dan denda.’

2 A. Djazuli, Figh Jina>yah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 162
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Adapun berkaitan dengan hukuman tazir menurut Hanafi para ulama’
membaginya pada dua bagian, yaitu jarimah ta'zir yang berhubungan dengan hak
Allah dan jarimah ta’zir yang berhubungan dengan perseorangan (hak adami).>®

Suatu tindak pidana atau jarimah merupakan maslahat bagi pelakunya tetapi
syari‘at Islam tetap melarangnya karena keadaan jarimah itu bukan maslahat
melainkan karena segi kerusakan atau mafsadah dari jarimah itu bagi masyarakat.
Berkaitan dengan hal tersebut maka pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana
psikotropika mutlak diperlukan.

Berkaitan dengan kemaslahatan yang menjadi unsur penting dalam
merealisasikan tujuan hukum Islam, kebutuhan manusia secara umum terbagi

menjadi tiga, yaitu:>*

1-  Kebutuhan pokok atau daruriyat yaitu suatu kebutuhan pokok manusia dalam
kehidupan yang wajib adanya demi mewujudkan kemaslahatan kehidupan
manusia itu sendiri, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi maka tidak akan
tercapai kemaslahatan dan akan menimbulkan kehancuran atau kerusakan.
Adapun yang bersifat daruri yang harus dijamin kemaslahatannya dalam
kehidupan manusia adalah:>
a- Memelihara agama, yaitu hukum disyari'atkan untuk menjamin eksistensi

serta memelihara kelangsungan dalam kehidupan manusia. Manusia harus

53 Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Rieneka Cipta, 2004), hal. 299
54 yp..

Ibid h. 49
% Ibid, h. 50
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mengembangkan nilai-nilai keagamaan serta memelihara dari penodaan
baik berupa penyelewengan terhadap ajaran-ajaran agama, maupun
terhadap serangan-serangan langsung yang ingin menghilangkan agama
dari kehidupan manusia. Agama merupakan suatu keyakinan yang
mengatur perjalanan hidup manusia demi mencapai kebahagiaanya di dunia
maupun akhirat. Oleh karena itu agama merupakan kebutuhan asasi
manusia yang harus dihormati dan dijaga dari segala hal yang merusaknya.
Baik dalam hubunganya antara manusia dengan sesama (muamalah),
maupun dengan penciptanya (ibadah). Baik dalam bidang muamalah
maupun ibadah, kesehatan jasmani dan rohani merupakan kebutuhan fital
yang tidak boleh ditiadakan. Sebab itulah minum kkamr yang berpotensi
merusak ditetapkan sebagai perbuatan syaitan. Ibadah, (khususnya shalat)
merupakan perintah Allah yang harus dijalankan dengan sepenuh hati dan
ikhlas, serta dalam konsentrasi maksimal. Yaitu melaksanakan ibadah
penuh dengan kesadaran berfikir serta hadirnya hati yang diikuti dengan
gerakan-gerakan anggota badan secara teratur dan fuma 'ninah. Kehadiran
khamr (miras) yang berpotensi merusak akal dan jiwa serta membuat
lemahnya fisik, sangat bertentangan dan bahkan bisa mengacaukan
perbuatan shalat tersebut.

Memelihara jiwa, yaitu untuk menjamin jiwa. Islam mewajibkan manusia
agar memperoleh sesuatu yang dapat mengukuhkan jiwa seperti makanan

pokok, pakaian, dan tempat tinggal yang layak.
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¢- Memelihara akal, yaitu Islam melarang segala perbuatan yang dapat
mengakibatkan rusaknya akal.

d- Memelihara kehormatan, yaitu Islam menghendaki manusia untuk
senantiasa selalu menjaga kehormatannya, baik kepada dirinya sendiri
maupun orang lain.

e- Memelihara harta, yaitu Islam mensyari'atkan agar manusia berusaha
memperoleh harta atau rizki yang halal.

2-  Kebutuhan sekunder (hajiyyat), yaitu suatu kebutuhan manusia dalam rangka
meringankan beban dan menghilangkan kesulitan bagi kehidupan. Bila hal ini
tidak terpenuhi, maka manusia akan berada dalam kesulitan dan kesempitan,
akan tetapi tidak sampai kepada mengalami kehancuran dan kerusakan.

3-  Kebutuhan pelengkap (tahsiniyyar), yaitu kebutuhan manusia yang dituntut oleh

norma dan tatanan hidup, serta berperilaku menurut jalan yang lurus dan benar.

- Dasar Hukum Tindak Pidana Psikotropika

Syari'at Islam melarang keras minum khamr dan Allah memerintahkan
hambaNya untuk menjauhi, sebagaimana firmanNya dalam surat al-Maidah ayat 90-

91]:
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"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah , adalah termasuk
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi
itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah
kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)."®

Jumhur ulama’' dan fugaha' berpendapat bahwa semua minuman yang
memabukkan itu kzamr dan hukumnya adalah haram. Hal ini didasarkan pada hadis

Muslim;
L ao;"zdo/ a)'ﬁ‘
(lfjaﬁyjﬂalf;mﬁy

“Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram".”’
Selain khamr itu mempunyai akibat melemahkan akal, khamr juga merupakan
kunci dari segala kejahatan, sebagaimana bunyi hadis yang diriwayatkan oleh Utsman

bin Affan, bahwa Nabi SAW bersabda:
o S ks L;f? s el A Ll all s L sl

"Rasulullah bersabda kepadaku: "Engkau jangan minum khamr (miras)
karena khamr (miras) adalah kunci segala kejahatan”.’®
Khamr adalah penyakit bukannya obat. Tidak seorangpun yang diperbolehkan

minum khamr, walaupun sedikit begitu juga tidak diperbolehkannya orang itu

56 Depag RI, 4I-Qur'an dan Terjemahannya, ( Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), h. 176
57 Sayyid Sabiq, Figh Sunnah 9, (Bandung;: al-Ma’arif, 1997), h, 64
%% Al-Ahmady Abu An-Nur, Narkoba, ( Jakarta: Darul Falah, 2000), h. 132
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menjual, membeli, menghadiahkan ataupun membuatnya begitu juga dilarang
menyimpan di rumahnya. Termasuk juga dilarang menghidangkan khamr dalam
perayaan-perayaan baik kepada orang-orang Islam atau kepada orang lain.

Syaikhul Islam Ibn Taymiyah menulis dalam bukunya "4s-Siyasah al-Syari'ah"

yang berkesimpulan sebagai berikut;
"Sesungguhnya ganja itu haram hukumnya. Terhadap peminumnya dikenakan
hukuman seperti yang dikenakan terhadap peminum khamr. Ganja lebih jahat
daripada khamr dilihat dari segi merusakkan badan dan mengacaukan akal. Ia
membuat seseorang menjadi lemah akal dan lemah keinginan dan keburukan-
keburukan lainnya. Iya juga menghalangi orang dari mengingat Allah dan mendirikan
sholat. Ganja itu termasuk ke dalam pengharaman khamr dan mabuk secara lafzi atau
maknawi.">’

Apa yang dikatakan oleh Syekh Ibn Taimiyah, oleh muridnya Ibnu Qayyum
dan ulama-ulama' lainnya adalah pandangan yang benar dan didukung oleh dalil
yang meyakinkan. Dan telah nyata, bahwa nas-nas yang terdiri dari ayat dan hadis
tadi mencakup juga ganja disamping candu yang justru lebih banyak mengakibatkan
keburukan dan lebih tinggi kadarnya daripada keburukan-keburukan yang
ditimbulkan oleh ganja. Demikian menurut Ibn al-Bakhtiar.*°

Nas-nas tersebut mencakup pula semua yang memabukkan walaupun benda-

benda ini belum terdapat pada masa Nabi, sebab benda-benda itu sama dengan khamr

% Sayyid Sabig, Figh Sunnah 9, (Bandung: al-Ma’arif, 1997), h. 63
% Ibid, h. 68
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yang dibuat dari anggur dalam hal ini merusakkan akal dan mengacaukannya.
Kemudian di dalamnya terkandung keburukan-keburukan seperti yang ada dalam
khamr, bahkan lebih dari itu sebagaimana dalam psikotropika yang justru lebih keras
dan besar. Hal ini sudah merupakan hal yang terbukti dan diketahui secara nyata.

Oleh karena itu, ulama' sepakat mengharamkan psikotropika, melihat dampak
buruknya pada manusia, lingkungan dan keturunannya, ternyata pengaruh
psikotropika lebih dahsyat dari khamr yang telah diharamkan dengan tegas dan jelas.

Penggunaan psikotropika dalam pandangan hukum Islam, yakni menggiyaskan
psikotropika dengan khamr, yaitu apasaja yang menutup akal. Alasan
mengharamkannya tidak berdasarkan pada satu bahan tertentu, karena dapat berasal
dari selain anggur.

Di dalam hadis dikatakan bahwa sanksi minum khamr adalah:

BN = R SN P Sy - K TR £

ERC I ] 2o

- /:flﬁzzazo o8 7. 577 IR dF L .’:/o'zzu»o’
u..‘_,o-)!.u«dw .JL-J\)L.,.:.»I/J‘.; d\.{Lm.b.fg.g | 41:«.?} ’beu'dﬁﬁ)l

0. 2 coE0 Copg.l s0ss J_,". ‘o
A8 20 Oyl Spadl il 1 Be

“Dari Anas bin Malik, bahwasanya ada yang datang kepada Nabi SAW.
Seorang yang minum arak laul ia (Nabi SAW) dera kira-kira 40 kali dengan dua
pelepah kurma, ia (Anas) berkata : Abu Bakar pun berbuat begitu. Tetapi tatkala
zaman Umar ia bermusyawarah dengan sahabat-sahabat maka kata Abdurrahman
bin ‘Awf, sekurang-kurangnya had 80 kali, lalu Umar perintah begitu".”

8 A. Hasan, Terjemah Bulughul Maram, ( Bangil: Pustaka Tamam, 1991), h. 671.
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Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik sanksi minum khamr itu delapan
puluh kali jilid, sedangkan menurut Imam Syafi’i adalah empat puluh kali jilid,
meskipun ia kemudian membolehkan menambah sampai delapan puluh kali jilid bila
Imam menghendakinya. Jadi empat puluh selebihnya bagi Imam Syafi’i adalah ra 'zir.
Adapun sebab perbedaan ulama tentang jumlah jilid ini karena al-Quran tidak
menentukannya secara tegas, dan demikian pula Rasulullah SAW. Kadang-kadang
beliau menjilidnya sedikit dan kadang-kadang menjilidnya banyak tetapi tidak
pernah melebihi empat puluh kali ji/id. Demikian pula Abubakar menyjilid peminum
khamr dengan empat puluh kali jilid. Pada zaman pemerintahan Umar bin al-
Khatthab peminum khamr itu diberi hukuman delapan puluh kali ji/id, karena pada
masa itu mulai banyak lagi peminum khamr. Ketentuan ini berdasarkan hasil
musyawarah beliau bersama para sahabat yang lain, yakni atas usulan Abdurrahman
bin Auf. Pada pemerintahan ali peminum khamr juga diberi hukuman delapan puluh
kali jilid, dengan menggiyaskan kepada penuduh zina. Disepakati para ulama bahwa
sanksi itu tidak diberikan ketika peminum itu mabuk, karena sanksi itu merupakan
pelajaran, sedangkan orang yang sedang mabuk tidak dapat diberi pelajaran. Bila
seseorang berkali-kali minum dan beberapa pula mabuk, namun belum pernah
dijatuhi hukuman, maka hukumannya sama dengan sekali minum khamr dan sekali
mabuk. Dalam kasus ini ada kemungkinan diterapkannya teori ar-tadakhul, dengan

ketentuan sebagai berikut:

1. Bila minum dan mabuk beberapa kali maka hukumannya adalah satu kali.
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2. Beberapa kali minum dan hanya sekali mabuk, maka hukumannya adalah satu
kali.

3. Dikalangan madzhab Hanafi , Maliki, dan Hambali, bila seseorang mabuk lalu
sesudah sadar membunuh orang lain serta tidak mendapat pemaafan dari
keluarga korban, maka hukuman baginya hanya satu, yaitu hukuman mati

(qishas).®?

%2 A. Djazuli, Figh Jina>yah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 99-100



BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO TENTANG

HUKUMAN TINDAK PIDANA PENGEDAR PSIKOTROPIKA

A. Wilayah Hukum dan Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Sidoarjo
Pengadilan Negeri Sidoarjo terletak di jalan Jaksa Agung R.

Soeprapto No.10 Sidoarjo. Lokasi Pengadilan Negeri Sidoarjo terletak
disebelah timur alun-alun kecamatan Sidoarjo kabupaten Sidoarjo.
Pengadilan Negeri Sidoarjo merupakan Pengadilan Negeri kelas 1 A

(khusus) dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Timur.

Pengadilan Negeri Sidoarjo dipimpin atau diketuai oleh ketua dan wakil
ketua. Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo meliputi seluruh
daerah di wilayah kabupaten dati II Sidoarjo yang terdiri atas 18 wilayah

kecamatan.'

B. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Pengedar Psikotropika

! Data terdapat dalam lampiran.
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Pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat J1. Cendrawasih NO.70 RT/RW
O15/008 Kelurahan Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo. Dengan kronologis
kejadian sebagai berikut:

Kejadian bermula pada hari Selasa tanggal 28 bulan Oktober 2008 jam 17.30
WIB, sewaktu habis mandi Somad kedatangan teman lamanya yang bernama Arif
beserta laki-laki yang tidak ia kenal, yang keduanya bermaksud untuk memesan dan
membeli sabu-sabu dan langsung disetujui oleh Somad untuk mencarikannya.
Kemudian Somad keluar kerumah temannya yang bernama Yayak, untuk
menanyakan apakah Yayak bisa mencarikan sabu-sabu tersebut. Setelah ketemu
dengan Yayak, Somad mengatakan bahwa ada pembeli yang mau memesan dan
membeli sabu-sabu yang saat ini sedang menunggu dirumahnya, karena Somad
menyampaikan maksud kedatangannya tersebut Yayak langsung menelfon temannya
yang bernama Hamid untuk menanyakan apakah ada sabu-sabu? Dan pada saat itu
Hamid mengatakan bahwa ada sabu-sabu kalau mau membeli. Setelah mendapat
kabar kalau sabu-sabu pesanannya ada, kemudian Somad pulang dan meninggalkan
Yayak untuk menemui pembeli dirumahnya. Setelah sampai dirumahnya jam 18.00
WIB Somad mengatakan kepada pembeli tersebut, bahwa sabu-sabu pesanannya ada.
Kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang Rp. 1.320.000,- kepada Somad
untuk pemesanan dan pembelian sabu-sabu. Setelah menerima uang tersebut,
kemudian Somad menemui Yayak dirumahnya yang masih menunggu. Sesampai

dirumah Yayak dan bertemu dengannya, Somad menyerahkan uang pemesanan dan
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pembelian sabu-sabu kepada Yayak sebesar Rp. 1.100.000,- dan sisa uang pesanan di
simpan oleh Somad. Setelah uang pesanan dan pembelian sabu-sabu diterima oleh
Yayak , kemudian Somad dan Yayak berangkat menuju ketempat atau rumah Hamid
di daerah Sedati Sidoarjo. Sekitar pukul 19.00 WIB, Somad dan Yayak sampai
dirumah Hamid namun dia tidak ada dan hanya bertemu dengan adiknya, selanjutnya
Somad dan Yayak disuruh menunggu, sedangkan adiknya menelfon Hamid bahwa
ada Somad dan Yayak yang mau memesan dan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu)
gram namun yang ada hanya 1 (satu) paket, kemudian Somad dan Yayak langsung
menyetujui untuk membeli sabu-sabu tersebut. Dengan cara Yayak menyerahkan
uang sebesar Rp. 600.000,- kepada adiknya Hamid dan sisanya sebesar Rp. 500.000,-
diserahkan kepada Somad. Setelah menerima uang Rp. 600.000,- tersebut, adiknya
Hamid meninggalkan Somad dan Yayak ditempat tersebut. Sekitar setengah jam
adiknya Hamid datang dan langsung menyerahkan bungkusan 1 (satu) paket sabu-
sabu beserta kembaliannya kepada Yayak sebesar Rp. 50.000,-. Setelah menerima
sabu-sabu dan uang kembalian tersebut Somad dan Yayak bertujuan langsung pulang,
pada saat mau mengendarai kendaraan untuk pulang Yayak menyerahkan sabu-sabu
sebanyak 1 (satu) paket kepada Somad. Setelah menerima sabu-sabu tersebut Somad
dan Yayak pulang, namun Somad terlebih dahulu mengantarkan Yayak pulang.
Setelah mengantar pulang Yayak, Somad langsung menuju rumahnya untuk
menyerahkan sabu-sabu kepada pembeli yang masih menunggu dirumahnya. Pada
saat Somad sampai dirumahnya pukul 20.00 WIB, langsung memberikan sabu-sabu

dan uang kembalian pembelian sabu-sabu Rp. 700.000,- kepada pembeli tersebut.
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Namun pada saat menyerahkan sabu-sabu dan uang tersebut Somad dilakukan

penangkapan oleh pembeli tersebut, yang ternyata petugas kepolisian yang menyamar
sebagai pembeli.”

Sebagai mana keterangan di atas yang diperkuat oleh keterangan para saksi-

saksi yakni
1. Saksi Galih Aswin (29™) dibawah sumpah mengatakan :

Pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2008 sekitar pukul 16.00

wib dengan alamat rumah Jl. Cendrawasih NO.70 RT/RW 0O15/008

Kelurahan Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, saya bersama

anggota tim yang lain dari Dit Reskoba Polda Jatim yang dipimpin

oleh Kanit Kompol Muhammad Iskhak, SH. Melakukan penangkapan

terhadap seorang laki-laki yang bernama Hamid, yang sebelumnya

melakukan penangkapan terhadap Somad pada hari Selasa tanggal 28

Oktober 2008 sekitar jam 20.00 wib di desa Wadung Asri rt/rw

007/002 kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo, yang ditemukan

barang bukti berupa sabu-sabu sebanyak satu paket. Dan juga

melakukan penangkapan Yayak pada hari Rabu tanggal 29 Oktober

2008 sekitar jam 11.00 wib di desa Wadung Asri rt/rw  006/002

kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo, yang ditemukan barang bukti

berupa 1 (satu) buah handphone merk Esia warna hitam sebagai alat

komunikasi dalam transaksi narkoba dan uang sebesar Rp. 50.000,-

% Sumber data: hasil wawancara dengan Panitera Muda Ibnu Fauzi,SH., Rabu 24 Nov 2009
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sebagai imbalan membelikan psikotropika jenis sabu-sabu. Dari hasil
interogasi tersangka Somad dan Yayak , bahwa mereka memperoleh
sabu-sabu dengan membeli dari Hamid, selanjutnya saya melakukan
penyamaran sebagai pembeli dengan menyuruh tersangka Yayak
untuk memesan kembali kepada Hamid dengan cara menelfon, untuk
memesan sabu-sabu sebanyak (0,5) setengah gram. Pada saat
menelfon tersebut Hamid menyanggupi tersangka Yayak bahwa sabu-
sabu pesanannya ada dan agar mengambil dirumahnya. Setelah
mendapat kabar bahwa transaksi sabu-sabu bisa dilakukan, teman saya
(M Ali Faujar) bersama tersangka Yayak pergi bersama-sama untuk
melakukan transaksi dengan menyamar sebagai pembeli ketempat
Hamid. Setelah sampai dan bertemu dengan Hamid langsung
melakukan transaksi pembelian sabu-sabu dengan cara memberikan
uang pesanan dan pembelian kepada Yayak, setelah memperoleh uang
tersebut kemudian Hamid menyerahkan sabu-sabu kepada teman saya
(M Al Faujar), dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap
Hamid yang kemudian saya dan anggota tim yang lain dari Dit
Reskoba Polda Jatim untuk melekukan penangkapan. Dan pada saat
dilakukan penggeledahan terhadap Hamid ditemukan barang bukti -
berupa psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dan 1
(satu) buah handphone merk Nokia type 2865 milik tersangka sebagai

alat komunikasi saat bertransaksi narkoba, yang selanjutnya tersangka
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Hamid dan barang bukti yang disita dibawa ke kantor Dit Reskoba
Polda Jatim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.’

2. Selain mendatangkan saksi dari kepolisian, polisi juga mendatangkan
saksi berikutnya yakni M Abdussomad bin Mustafa alias Somad (25%)
dibawah sumpah mengatakan:

Pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2008 sekitar jam 17.30
WIB, sewaktu habis mandi saya kedatangan teman lama yang bernama
Arif beserta laki-laki yang tidak saya kenal, yang keduanya bermaksud
untuk memesan dan membeli sabu-sabu dan langsung saya setujui
mencarikannya. Kemudian saya keluar kerumah teman yang bernama
Yayak, untuk menanyakan apakah Yayak bisa mencarikan sabu-sabu
tersebut. Setelah ketemu dengan Yayak, saya mengatakan bahwa ada
pembeli yang mau memesan dan membeli sabu-sabu yang saat ini
sedang menunggu dirumah, karena saya menyampaikan maksud
kedatangan tersebut Yayak langsung menelfon temannya yang
bernama Hamid untuk menanyakan apakah ada sabu-sabu? Dan pada
saat itu Hamid mengatakan bahwa ada sabu-sabu kalau mau membeli.
Setelah mendapat kabar kalau sabu-sabu pesanannya ada, kemudian
Somad pulang dan meninggalkan Yayak untuk menemui pembeli
dirumahnya. Setelah sampai dirumahnya jam 18.00 WIB Somad

mengatakan kepada pembeli tersebut, bahwa sabu-sabu pesanannya

? Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Galih Aswin, h. 1-9
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ada. Kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang Rp. 1.320.000,-
kepada Somad untuk pemesanan dan pembelian sabu-sabu. Kemudian
saya menemui Yayak untuk langsung ke rumah Hamid yang terletak di
daerah Sedati kabupaten Sidoarjo, setibanya disana kira-kira pukul
19.00 wib saya dan Yayak tidak bertemu dengan Hamid, melainkan
bertemu dengan adiknya, yang kemudian menelfon Hamid untuk
memberitahukan bahwa kami sudah sampai dirumahnya untuk
memesan dan membeli sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, namun yang
ada hanya satu paket. Tanpa berfikir panjang saya dan Yayak
mensetujui untuk membeli sabu-sabu tersebut, kemudian Yayak
menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- kepada adiknya Hamid yang
kemudian langsung meninggalkan kami untuk mengambil barang
tersebut, sedangkan uang Rp. 500.000,- diserahkan kepada saya oleh
Yayak. Setelah datang adiknya Hamid, dia menyerahkan bungkusan
sabu-sabu tersebut kepada Yayak beserta kembaliannya Rp. 50.000,-
kemudian kita berdua hendak pulang kerumah, ketika mau
mengendarai sepeda motor Yayak menyerahkan bungkusan sabu-sabu
tersebut kepada saya, yang kemudian saya antarkan dulu Yayak
kerumahnya sebelum saya pulang kerumah untuk menemui pembeli.
Sekitar pukul 20.00 wib, saya sampai dirumah langsung menyerahkan
bungkusan sabu-sabu dan uang kembalian sebesar Rp. 700.000,-

kepada pembeli tersebut, namun pada saat menyerahkan sabu-sabu dan
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kembalian tersebut saya dilakukan penangkapan oleh pembeli tersebut
yang ternyata petugas polisi menyamar.*

3. Selain mendatangkan saksi pertama (Somad), polisi juga mendatangkan
saksi ke dua yaitu Yayak Rumianto bin Anwar alias Yayak (23") dibawah
sumpah mengatakan bahwa :

Pada hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2008 sekitar jam 19.00
wib saya didatangi oleh teman yang bernama Somad yang minta
tolong untuk memesan dan membelikan sabu-sabu dan menyerahkan
uang sebesar Rp. 1.100.000,-. Kemudian saya menyetujui untuk
mencarikan sabu-sabu tersebut, dan saya langsung mengajak Somad
kerumah tersangka Hamid di daerah Sedati kabupaten Sidoarjo.
Setibanya disana tersangka tidak ada dirumah, yang ada hanya laki-
laki yang tidak saya kenal berumur 16 tahun dan menyuruh untuk

-~ menghubungi tersangka lewat handphone dan memberikan nomor
handphone tersangka. Setelah saya menelfon tersangka dan
menanyakan apakah ada sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian
tersangka menjawab yang ada hanya 1/4 (seperempat), yang kemudian
saya mengatakan mau membeli dan tersangka menyuruh saya untuk
memberikan uang kepada laki-laki yang tidak saya kenal tersebut
sebesar Rp. 500.000,-. Lantas laki-laki tersebut pergi keluar dari

rumah tersangka dan kembali lagi sekitar 15 menit dengan membawa

% Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh M Abdussomad bin Mustafa, h. 1-9
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sabu-sabu dan menyerahkan kepada saya beserta kembaliannya
sebesar Rp. 50.000,- yang kemudian saya simpan, dan uang sebesar
Rp. 100.000,- saya gunakan untuk makan dan minum sampai habis,
uang tersebut sebagai imbalan saya membelikan sabu-sabu. Sedangkan
sabu-sabu saya serahkan kepada Somad dan disimpan tangan kirinya.
Disamping saya menyerahkan sabu-sabu, saya juga menyerahkan uang
sisa pembelian sabu-sabu sebesar Rp. 500.000,- yang sebelumnya
diserahkan kepada saya. Setelah menerima sabu-sabu dan uang
tersebut, saya dan Somad langsung pulang kerumah dengan diantar
oleh Somad, kemudian Somad langsung pergi dengan membawa sabu-
sabu tersebut dan saya tidak mengetahui tujuannya. Keesokan harinya
pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2008 sekitar pukup 11.00 wib saya
ditangkap oleh petugas kepolisian dirumah saya, di Desa Wadung Asri
rt/rw  006/002 kecamatan Buduran kabupaten Sidoarjo setelah
sebelumnya melakukan penangkapan terhadap Somad yang telah
menjual psikotropika jenis sabu-sabu kepada pembeli yang ternyata
adalah petugas kepolisian yang menyamar.’
4. Polisi kemudian juga mendengarkan keterangan tersangka, di bawah
sumpah tersangka mengakui perbuatan tersebut dan telah menyesalinya.

Sebagaimana keterangan yang disampaikan sebagai berikut:

3 Berita Acara Pemeriksaan Saksi oleh Yayak Rumianto bin Anwar, h. 1-10
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Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan mengedarkan
psikotropika jenis sabu-sabu dengan menjual kepada Yayak pada hari
Selasa tanggal 28 Oktober 2008 sekitar jam 19.00 wib. Yayak
'menelfon saya untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram,
namun saya tidak punya sebanyak 1 (satu) gram melainkan sebanyak 1
(satu) paket tetapi Yayak tetap mau membeli sabu-sabu tersebut
dengan harga Rp. 450.000,-. Kemudian saya meminta tolong laki-laki
yang kebetulan ada dirumah saya bernama Yanto untuk mengantarkan
uang pembelian sabu-sabu kepada saya dan menyuruhnya untuk
menyerahkan sabu-sabu kepada Yayak. Keesokan harinya pada hari
Rabu tanggal 29 Oktober 2008 sekitar jam 16.00 wib Yayak menelfon
saya lagi dan memesan sabu-sabu sebanyak setengah gram yang
kemudian saya suruh mengambil ke rumah saya, setelah Yayak datang
ke rumah saya bersama-sama laki-laki yang tidak saya kenal kemudian
saya menyerahkan pesanannya setelah terlebih dahulu saya menerima
uang pembelian sabu-sabu tersebut. Namun pada saat saya menghitung
uang tersebut, saya langsung ditangkap oleh laki-laki yang tidak saya
kenal tersebut yang ternyata adalah petugas kepolisian yang telah

menangkap Yayak terlebih dahulu.®

¢ Berita Acara Pemeriksaan Tersangka oleh Muhammad Hamid bin Timan, h. 1-11
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C. Pertimbangan Hukum Yang Dipakai Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo
dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Pengedar Psikotropika
Berdasarkan kasus tersebut diatas, maka landasan hukum yang dipakai oleh
hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menyelesaikan perkara tersebut sebagai
berikut:”
Dalam ketentuan pasal 71 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997
disebut bahwa :
1- Barangsiapa bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan,
membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan dan
mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam

pasal 60, pasal 61, pasal 62, atau pasal 63 dipidana sebagaimana
pemufakatan jahat.®

Dalam kasus tindak pidana psikotropika seperti yang sudah diuraikan di
atas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat
unsur-unsur pidana yang didakwakan atas terdakwa Hamid adapun unsur-
unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa
Yang dimaksud barang siapa adalah orang atau manusia dengan
pengertian setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu
mempertanggung jawabkan perbuatannya; unsur barang siapa menujukkan
pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang

dirumuskan dan didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa Hamid

? Data ditulis dari berkas putusan tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh Hamid hal.3

¥ Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Bandung: Fokus Media, 2009), 4.8/
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berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi Galih Aswin, Somad,
Yayak, dihubungkan pula dengan alat bukti yang ada jelas yang dimaksud
unsur barang siapa adalah Hamid; dengan demikian unsur barang siapa
dapat dipenuhi.
2. Bersengkokol atau Bersepakat
Ide untuk membeli dan mejual sabu-sabu tersebut adalah untuk mencari
keuntungan dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Hamid melakukan
perbuatan mengedarkan psikotropika jenis sabu-sabu dengan menjual
kepada Yayak pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2008 sekitar Jjam 19.00
wib. Yayak menelfon Hamid untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu)
gram, namun Hamid tidak punya sebanyak 1 (satu) gram melainkan
sebanyak 1 (satu) paket tetapi Yayak tetap mau membeli sabu-sabu
tersebut dengan harga Rp. 450.000,- ; dengan demikian unsur diatas
terpenuhi.
3. Melakukan, Melaksanakan, Membantu, Menyuruh Turut Melakukan,
Menganjurkan atau Mengorganisasikan
Hamid meminta tolong laki-laki yang kebetulan ada dirumahnya bernama
Yanto untuk mengantarkan uang pembelian sabu-sabu kepada Hamid dan
menyuruhnya untuk menyerahkan sabu-sabu kepada Yayak.
Dan diberkas lain juga dijelaskan. Bahwa, pada awal bulan Oktober 2008
ada seseorang datang kerumah Hamid untuk menemui adiknya dan

menawarkan untuk bekerjasama menjual sabu-sabu namun adiknya
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menolak, kebetulan Hamid ada dirumah pada saat itu yang kemudian
meminta nomer telefon kepada orang tersebut. Seminggu kemudian Hamid
menelfon orang tersebut melalui hanphone dan mengatakan mau memesan
sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, Dengan demikian unsur diatas

terpenuhi.

D. Isi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Tentang Kasus Tindak Pidana
Pengedar psikotropika

Adapun mengenai kutipan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tentang
hukuman tindak pidana pengedar psikotropika jenis sabu-sabu sebagai berikut:’

Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 05/pid.B/2009/PN. Sda yang
menerima dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat 1, telah
menjatuhkan putusan bahwa terdakawa yang bernama Hamid ,29 tahun terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah dan melanggar pasal 71 (1) nomor 05 tahun
1997 tentang psikotropika.

Dengan demikian Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan sanksi yakni
pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebanyak Rp.
2.000.000.- subsidair 3 (tiga) bulan. Serta menetapkan supaya terdakwa tetap
dalam tahanan dan menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 buah handphone

? Putusan Terdapat Dalam Lampiran



2. 1 paket sabu-sabu
Untuk dirampas dan dimusnahkan.

3. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000
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BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM ATAS PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI SIDOARJO DALAM PERKARA TINDAK PIDANA
PENGEDAR PSIKOTROPIKA

A. Analisis Terhadap Pertimbangan Hukum yang Dipakai Oleh Hakim
Pengadilan Negeri Sidoarjo
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dipandang sebagai tindak

kejahatan yang melanggar norma, baik dari segi norma agama, maupun norma
hukum.

Untuk menilai atau mengukur suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan
tergantung dari nilai dan pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat
tentang apa yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat.

Peredaran psikotropika, merupakan salah satu kasus yang perlu mendapat
perhatian khusus karena kasus ini merupakan masalah sosial yang berdampak
buruk di masyarakat.

Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim
Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pengedar
psikotropika, hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo terlebih  dahulu
mempertimbangkan kembali tututan jaksa penuntut umum yang menuntut
terdakwa telah melanggar pasal 71 (1) UU RI tentang psikotropika apakah sudah

tepat.
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Untuk lebih jelasnya ketentuan pasal 71 (1) UU RI tentang psikotropika
lengkapnya berbunyi sebagai berikut:
" Barangsiapa bersekongkol atau sepakat untuk melakukan, melaksanakan,
membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan dan mengorganisasikan
suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, pasal 61, pasal 62,

atau pasal 63 dipidana sebagaimana pemufakatan jahat.'

Dari ketentuan diatas dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari pasal 71 (1)
UU RI tentang psikotropika adalah:

e Barang Siapa

Yang dimaksud adalah orang atau manusia baik laki-laki maupun
perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.
e Bersengkokol atau Bersepakat

Berarti si pelaku atau terdakwa dalam hal ini menghendaki
perbuatannya tersebut. Dan bersama mengedarkan psikotropika jenis sabu-
sabu tersebut.
* Melakukan, Melaksanakan, Membantu, Menyuruh Turut Melakukan,
Menganjurkan atau Memngorganisasikan.

Tindak pidana tersebut dilakukan oleh sekelompok orang secara rapi,

tertib dan rahasia atau unsur keenam ini bersifat alfernatife yang artinya

' Undang-undang Nomor 05 Tahun 1997 T entang Psikotropika (Bandung: Fokus Media, 2009), h.8/
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bahwa apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah
dianggap terbukti.

Dalam Undang-Undang Psikotropika No. 5 Tahun 1997 tindak pidana
psikotropika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau
penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan
maupun pemindah tanganan.

Dengan banyaknya kepentingan akan terjadi peredaran gelap
psikotropika, jika peredaran itu telah terjadi bukan tidak mungkin bahaya lain
akan bermunculan. Dari peredaran gelap itu, maka sangatlah mudah untuk
mengonsumsi psikotropika. Dengan mudahnya mengkonsumsi psikotropika
maka ada yang mendapat keuntungan dan ada yang mendapat kerugian,
menguntungkan bagi para pengedarnya karena akan mendapat keuntungan
material dalam jumlah besar dalam waktu sekejap, meski resiko berat yang
akan diterimanya, karena pengedar itu sendiri tidak ingin dirinya rusak akan
tetapi membuat orang menjadi rusak.

Adapun orang yang memakai mengalami ketergantungan obat,
ketergantungan fisik, ketergantungan psikis, membuat orang melakukan
kejahatan lain dan dapat mengancam jiwa dan harta benda.

Setiap yang berbahaya dimakan atau diminum, tetap haram dalam suatu
kaidah yang menyeluruh dan telah diakuinya dalam syari’ar Islam yaitu setiap
muslim tidak diperkenankan makan atau minum sesuatu yang dapat

membunuh, lambat ataupun cepat.
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Tidak pidana psikotropika merupakan salah satu kasus yang perlu
mendapat perhatiaan khusus, karena kasus itu merupakan salah satu masalah
yang sering dan berdampak luas di masyarakat.

Dalam hukum Islam, martabat dan hak hidup manusia serta hak-hak
yang melekat padanya telah mendapatkan perhatian yang maksimal.
Kebutuhan yang bersifat daruri atau pokok yang harus dijamin
kemaslahatannya dalam kehidupan manusia adalah:

a. Memelihara agama; hukum disyari’atkan untuk menjamin eksistensi
serta memelihara kelangsungan dalam kehidupan manusia. Manusia
harus mengembangkan nilai-nilai keagamaan serta memelihara dari
penodaan-penodaan baik berupa penyelewengan terhadap ajaran-
ajaran agama, maupun terhadap serangan-serangan langsung yang
ingin menghilangkan agama dari kehidupan manusia.

b. Memelihara jiwa; untuk menjamin jiwa, [slam mewajibkan manusia
agar memperoleh sesuatu yang dapat mengukuhkan jiwa seperti
makanan pokok, pakaian dan tempat tinggal yang layak.

c. Memelihara akal; Islam melarang segala perbuatan yang dapat
mengakibatkan rusaknya akal.

d. Memelihara kehormatan; Islam menghendaki manusia untuk
senantiasa selalu menjaga kehormatannya, baik kepada dirinya

sendiri maupun orang lain.
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e. Memelihara harta; Islam mensyari’atkan agar manusia berusaha
memperoleh harta atau rizki yang halal.?
Kasus tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh terdakwa Hamid
telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :
1. Tindak pidana yang dilakukan Hamid sudah ada nas yang
melarangnya yaitu surat al-Ma’idah ayat 90-91 dan perbuatan

tersebut disertai ancaman hukum atas perbuatannya.

s 02 A o

Job S 2358, Luasd 3“:;55 s G ?,.A L ¢

o}ﬁ.:dl o &;f ui, 1P| .J..-J: L;jl(90)o)>d.m (’S\L:J '):..:;-B an.in

‘B -

oA Job 3 o2 4 A ;;u;"(,ﬂ.’,.{) J“..Ah, ,odx b Ukl

(91)1’) ,,w‘ ey

“ Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum)
khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan
panah, adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan  itu agar kamu mendapatkan  keberuntungan.
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan
permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum)
khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah
dan sembahyang, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan
pekerjaan itu).”

2. Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, tindak pidana

yang dilakukan Hamid merupakan perbuatan yang dilarang Allah.

2 Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta, Rieneka Cipta, 2004), h. 49-50
3 Depag RI, Al-Qur ‘an dan Terjemahan, ( Surabaya: Penerbit Mahkota, Cet. V, 2001), h. 53
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3. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitab atau
dapat memahami raklif, artinya pelaku kejahatan tindak pidana
psikotropika yang terjadi JI. Cendrawasih NO.70 RT/RW O15/008
Kelurahan Betro Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, pelakunya
adalah seorang mukallaf, sehingga Hamid dapat dituntut atas
kejahatan yang dilakukannya.’

Dari apa yang terungkap inilah yang menjadi salah satu dorongan utama
mengapa jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa yang
dianggap secara sah bersalah dan melanggar hukum, sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 71 (1) UU RI tentang psikotropika.

Setelah menimbang tuntutan jaksa dan sebelum hakim Pengadilan Negeri
Sidoarjo menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan pula hal-hal yang
memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal yang memberatkan:
* Meresahkan masyarakat
Hal yang meringankan:
* Terdakwa menyesali perbuatan
* Terdakwa tidak akan mengulanginya lagi
* Terdakwa masih berusia muda..
Maka hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutus perkara dan

memvonis pelaku pengedar psikotropika jenis sabu-sabu dengan hukuman pidana

* A. Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 6
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penjara 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000.- (dua
Juta rupiah) dengan subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.

Putusan hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ini dinilai kurang memberikan
suatu ketegasan hukum yang dapat menjerat pelakunya dengan hukuman yang
berat sehingga dapat menimbulkan efek jera. Hukuman ini dianggap begitu
ringan dan tidak menjamin bagi pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang
sama.

Sedangkan bila ditinjau berdasarkan Undang-Undang No.5 th 1997 tentang
psikotropika pasal 71 (1) di atas, pelaku pengedar psikotropika harusnya diancam
hukuman maksimal 5 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- .

Dari ketentuan pidana inilah, setidaknya hakim dalam memutus suatu
perkara dapat mempertimbangkan pula efek yang dialami korban akibat
perbuatan pelaku, sehingga dalam menjatuhkan putusannya hakim dinilai cukup
adil dan imbang dalam memvonis pelaku.

Keberadaan UU No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dalam menjerat
pelaku pengedar psikotropika pada realitasnya belum berjalan sebagaimana
mestinya. Hal ini disebabkan keberadaan Undang-Undang No.05 tahun 1997
tentang psikotropika tidak dijadikan sebagai kekuatan yang memprevensi dan

menindak para pelaku secara optimal.

B. Analisis Hukum Islam atas Putusan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo
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Hukum Islam sendiri telah mengharamkan psikotropika, meskipun
tidak secara langsung Islam menjelaskan dalam Nash al-Qur'an dan hadis,
akan tetapi menjelaskan bahaya khamr. Sedangkan bahaya psikotropika jika
diperhatikan sangat besar jika dibandingkan degan khamr. Oleh karena itu,
hukum Islam dalam masalah psikotropika ini mengharamkan yang
sebelumnya telah dilakukan ijma’ Qiyas dan Ijtihad para ulama'.

Begitu hukum Islam dalam masalah ini, yaitu menggiyaskan
psikotropika dengan khamr dan bahayanyapun lebih dari sekedar bahaya
khamr sehingga secara otomatis psikotropika pun diharamkan. Akan tetapi
hukum Islam sendiri tidak hanya mengharamkan akan tetapi memberlakukan
pidana mati mengingat bahaya atau akibat dari penyalahgunaan psikotropika.
Hal ini terbukti Umar sebagai khalifah kedua dalam Islam telah menetapkan
hukum had sebanyak 80 kali pada seorang pemabuk yang berarti menetapkan
hukum yang berbeda dengan ketetapan Rasul. Ini berarti Umar membuat suatu
kebijaksanaan dengan dasar istihsan. Andaikata pada masa umar telah dikenal
kata psikotropika dan sejenisnya, yang diketahui bahwa pengaruh yang
ditimbulkannya lebih parah dari pengaruh miras, bukan tidak mungkin ia akan

membunuh pengedar psikotropika.

e, _ ®° L7 e <, P s .° }// o=
W I WA ATy V[ WA
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“Kemaslahatan umum didahulukan dari kemaslahatan khusus.”

s s

Sy el

“Tidak boleh membuat kemudhorotan pada diri sendiri dan membuat
kemudhurotan pada orang lain.

memang jika dilihat dari metode giyas, peraturan yang diterapkan
adalah berlebihan sekali, sebab apabila menerapkan metode giyas berarti para
pengedar psikotropika tersebut hanya dikenakan hukuman cambuk 40 kali
atau maksimal 80 kali tetapi karena ada sisi lain jika atas hukuman pengedar
psikotropika hanya dicambuk saja berarti tidak sampai kepada tujuan syari’
(menggunakan giyas kafi atau istihsan) yang lebih kuat pengaruhnya terhadap
pencapaian cita-cita syariat (maqosidul at-tasyri') maka ditetapkan hukuman
mati,sisi lain yang dimaksud disini adalah kerusakan dalam sisi fisik dan
mental spiritual pengedar bahkan kerusakan secara umum dalam masyarakat,

sedangkan perubahan hukum itu seperti perubahan cambuk ke pidana mati

bagi pengedar berubah sesuai prubahan zaman, tempat dan keadaan.

7 so . s o3 . - e.’o 5{/ o 0 % 1315

Dari kaidah itu dapat diketahui bahwa hukuman cambuk dapat

berubah berdasarkan tuntutan zaman, tempat dan keadaan yang semakin

: Abdul Mujib, Kaidah-Kaidah Ilmu Fighiyah, ( Jakarta: Akmal Mulia, Cet. I1I, 1999), h.22
Ibid, h.35
” Masjfuk Zuhdi, Masail Fighiyah, (Jakarta: Haji Masagung, 1994), h.71
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menuntut untuk menghilangkan kemungkaran dengan tetap berpegang sumber
hukum Islam yang ada.

jadi peraturan yang dibuat pada dasarnya dilandaskan pada
pemeliharaan masalah-masalah dhoruriyah yang kuat menolak terjadinya
kerusakan yang ditimbulkan pengedar. Menerapkan kaidah saddud dzariah
yaitu dengan mempersempit peredaran psikotropika dan dengan menghukum
mati atas pengedar psikotropika ini brarti menolak kerusakan yang
ditimbulkan dari pengedar psikotropika dan untuk memelihara kemashlahatan
umum atau menerapkan metode istihsan dalam arti melaksanakan segala
sesuatu dengan sesuai tujuan magqosidu al tasyri' menolak kerusakan.pada
dasarnya pembentukan hukum berdasarkan kemaslahatan manusia dalam
rangka mencari yang menguntungkan dan menghindari kemudharatn manusia.

Jumhur ulama' mengajukan pendapat bahwa maslahatul mursalah
merupakan hujjah syari'at yang pantas sebagai pembentukan hukum mengenai
kejadian atau masalah yang hukumnya tidak ada dalam ijma’, giyas atau
istihsan. Maka disyari'atkan dengan menggunakan maslakhatul mursalah itu
sebagai hujjah, para ulama' bersikap berhati-hati sehingga tidak menimbulkan
pembentukan syari‘at berdasarkan maksud tertentu. Berdasarkan hal tersebut
ulama' menyusun syarat-syarat maslahtul mursalah yang dipakai sebagai
dasar pembentukan hukum. Syarat-syarat tersebut terdapat tiga macam,yaitu:

1. Harus benar-benar merupakan maslahat atau bukan maslahat yang

bersifat pikiran. Maksudnya agar dapat diwujudkan pembentukan
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suatu masalah atau peristiwa yang melahirkan kemaslahatan dan
menolak kemudaratan.

Masalah itu sifatnya umum bukan bersifat perorangan, bahwa
dalam pembentukan hukum terhadap suatu kejadian atau masalah
dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan manusia yang
benar-benar terwujud.

Pembentukan hukum dengan mengambil kemasiahatan ini tidak

berlawanan dengan tata hukum dasar ketetapan nas dan ijma’.

Maslahah merupakan sesuatu yang berkembang berdasarkan keadaan

atau perubahan zaman yang selalu ada di setiap lingkungan. Mengenai

pembentukan hukum ini kadang-kadang nampak menguntungkan pada suatu

saat tetapi pada saat yang lain justru mendatangkan mudharat. Begitu halnya

dengan lingkungan terkadang menguntungkan pada suatu lingkungan tetapi

mudharat pada lingkungan yang lain.

Menurut A. Djazuli bahwa hukuman yang baik adalah sebagai berikut

1.

Harus mampu mencegah seseorang dari berbuat maksiat atau
mencegah sebelum terjadinya perbuatan (preventive) dan
menjerakan setelah terjadinya perbuatan.

Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman sangat tergantung
kepada kebutuhan kemaslahatan masyarakat, apabila kemaslahatan

menghendaki beratnya hukuman, maka hukuman diperbuat.
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Demikian sebaliknya, bila kebutuhan kemaslahatan masyarakat
menghendaki ringannya hukuman, maka hukuman diperingan.

3. Memberikan hukuman kepada orang yang melakukan kejahatan itu
bukan berarti balas dendam, melainkan sesungguhnya untuk
kemaslahatannya, seperti dikatakan Ibnu Taimiyah bahwa
hukuman itu disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi hamba-Nya
dan sebagai cerminan dari keinginan Allah untuk ihsan kepada
hamba-Nya. Oleh karena itu, sepantasnyalah bagi orang yang
memberikan hukuman kepada orang lain atas kesalahannya harus
bermaksud melakukan ihsan dan memberi rahmat kepadanya,
seperti seorang bapak yang memberi pelajaran kepada anaknya,
dan seperti seorang dokter yang mengobati pasiennya.

4. Hukuman adalah upaya terakhir dalam menjaga seseorang supaya

tidak jatuh ke dalam suatu maksiat 8

* A. Djazuli, Figh Jinayah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 26-27
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PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari berbagai uraian yang penulis bahas, dapat ditarik kesimpulan sebagai
berikut:

1. Pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam
kasus tindak pidana pengedar psikotropika jenis sabu-sabu berdasarkan pasal 71
ayat 1 UU No. 05 tahun 1997 tentang psikotropika. Berlandaskan landasan hukum
tersebut dan telah memenuhi unsur-unsur yang didakwakan pada pasal tersebut
maka majelis hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo menjatuhkan pidana selama 1
tahun 8 bulan dengan denda Rp.2.000.000.- subsidair 3 bulan kurungan dikurangi
masa tahanan yang didasarkan pada hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

2. Ditinjau dari hukum pidana Islam penjatuhan putusan Hakim Pengadilan Negeri
Sidoarjo belum mengandung aspek jera bagi pelaku tindak pidana pengedar
psikotropika, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam memutuskan perkara
tindak pidana pengedar psikotropika melihat adanya hal-hal yang meringankan
yaitu terdakwa menyesali perbuatan dan tidak akan mengulanginya lagi, serta

terdakwa masih berusia muda.

B. Saran-Saran 79
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Dalam hal ini penulis ingin menyampaikan saran-saran kepada:

1. Pihak pembuat undang-undang dan pihak -pihak penegak hukum terutama para
hakim diharapkan dapat mempertegas dan lebih memperberat hukuman bagi para
pelaku dalam hal ini yang terkait pada pasal 71 ayat 1 UU No. 05 tahun 1997
sebagai kekuatan hukum.

2. Hendaknya para pihak aparat dan penegak hukum memberikan hukuman seberat-
beratnya mengingat akibat tersebut sangat besar khususnya bagi generasi muda dan
umumnya bagi masyarakat.

3. Hendaknya masyarakat secara umum dapat berpartisipasi, mencegah secara aktif

dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika.
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